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ABSTRAK 
MUHAMMAD CHABIB TASLIMI. NIM: 15.12.11.048. Implementasi 
Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surakarta Pada 
Pemilu Legislatif 2019. Skripsi. Komunikasi dan Penyiaran Islam. Fakultas 
Ushuluddin dan Dakwah. Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2020.    
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Implementasi 
Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surakarta Pada Pemilu 
Legislatif 2019. Fakta bahwa meningkatnya perolehan suara Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) Kota Surakarta pada pemilu tahun 2014 hanya 4,89 % suara, 
kemudian di pemilu tahun 2019 naik hampir dua kalilipat menjadi 8,36 % menjadi 
fenomena yang menarik. 
Metode yang digunakan di penelitian ini adalah metode kualitatif 
deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran mengenai suatu fenomena dan 
realitas yang terjadi di tengah masyarakat. Pendekatan ini dipilih oleh peneliti, 
untuk memperoleh gambaran mendetail tentang informasi mengenai suatu gejala 
sosial yang bersifat fenomenologis. Narasumber dalam penelitian ini adalah 
pengurus Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta, 
antara lain Ketua DPD PKS Kota Surakarta, Ketua tim badan pemenangan pemilu 
2019 serta Kepala bidang politik dan hukum DPD PKS Kota Surakarta. 
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam implementasi 
komunikasi  politik PKS Kota Surakarta pada pemilu legislatif 2019, menerapkan 
teori komunikasi persuasif dari Dan Nimmo dengan tiga pendekatan, yaitu 
propaganda, periklanan dan retorika. Ketiganya saling berhubungan untuk 
menghasilkan perolehan suara yang naik dua kalilipat dari pemilu sebelumnya. 
Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya beberapa kegiatan kampanye PKS 
Kota Surakarta. Seperti hembusan isu #2019GantiPresiden, kemudian penggunaan 
iklan kontroversial “Pajak Kendaraan bermotor dihapus dan SIM berlaku seumur 
hidup” serta adanya upaya mengubah pandangan masyarakat terhadap partai 
tersebut dengan saling berdialog. 
Kata Kunci : Implementasi, Komunikasi Politik, Persuasif 
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ABSTRACT 
MUHAMMAD CHABIB TASLIMI. NIM: 15.12.11.048. Political 
Communication implementation of the Prosperous Justice Party (PKS) of 
Surakarta City in the 2019 Legislatif Election. Thesis. Islamic 
Communication and Broadcasting. Ushuluddin Faculty and Da'wah. 
Surakarta State Islamic Institute 2020.  
This study aims to describe how the Political Communication 
implementation of the Surakarta City Prosperous Justice Party (PKS) in the 2019 
Legislatif Election. The fact that the increase in votes of the Surakarta City 
Prosperous Justice Party (PKS) in the 2014 election was only 4.89% of the votes, 
then in the elections in the year 2019 rose almost two times fold to 8.36% into an 
interesting phenomenon. 
The method used in this research is descriptive qualitative method that 
aims to provide an overview of a phenomenon and reality that occurs in the 
community. This approach was chosen by the researcher, to obtain a detailed 
picture of information about a phenomenological social phenomenon. The 
speakers in this study were the administrators of the Surakarta City Prosperous 
Justice Party Regional Board, including the Chairperson of the Surakarta City 
PKS DPD, the Chairperson of the 2019 election winning team and the Head of the 
political and legal field of the Surakarta City PKS DPD.  
This research concluded that in the Surakarta City PKS political 
communication Implementation in the 2019 legislatif elections, applied the 
persuasive communication theory from Dan Nimmo with three approaches, 
namely propaganda, advertising and rhetoric. The three of them are 
interconnected to produce votes which has doubled from the previous election. 
This can be proven by the existence of several PKS campaign activities in 
Surakarta. Like the blowing of issue #2019 changeofthepresident, then the use of 
the controversial advertisement "Motor vehicle tax is removed and SIM (driving 
license) is valid for life" as well as efforts to change the public's view of the party 
by mutual dialogue.  
Keywords: Implementation, Political Commucation, Persuasive 
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BAB I   
PENDAHULUAN 
 
A. Latar belakang 
Komunikasi politik (political communication) dapat dipahami 
menurut berbagai cara. McQuail menjelaskan (dikutip oleh Pawito, 
2019:2) mengatakan bahwa komunikasi politik adalah “all processes 
of information (including facts, opinion, belief, etc) transmission, 
exchange and search engaged in by participants in the course of 
institutionalized political activities” (semua proses penyampaian 
informasi – termasuk fakta, pendapat-pendapat, keyakinan-keyakinan 
dan seterusnya, pertukaran dan pencarian tentang itu semua yang 
dilakukan oleh partisipan dalam dalam konteks kegiatan politik yang 
lebih bersifat melembaga). Pandangan demikian membersitkan 
beberapa hal penting: komunikasi politik menandai keberadaan dan 
aktualisasi Lembaga-lembaga politik, komunikasi poltik merupakan 
fungsi dari sistem politik, dan komunikasi politik berlangsung dalam 
suatu sistem politik tertentu. 
Fenomena Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah 
kejadian yang menarik dalam pertarungan politik masa kini di 
Indonesia. Selain sebagai partai politik yang berafiliasi pada umat 
Islam dengan pendekatan yang baru dan berbeda, PKS (juga) 
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mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam perolehan suara 
pemilihan umum tahun 2019. 
Tabel Perolehan suara DPD PKS Kota Surakarta 
Nasioanal 
Tahun Perolehan suara dalam persen 
1999 1,36 % 
2004 7,3 % 
2009 7,88 % 
2014 6,79 % 
2019 8,21 % 
Kota Surakarta 
Tahun Perolehan suara dalam persen 
2014 4,89 % 
2019 8,36 % 
Bagan 1. Tabel perolehan suara PKS dan DPD PKS Solo 
Ongko, Nicholas. 2013. Partai Keadilan Sejahtera, (Online), 
(https://www.academia.edu/28795153/Deskripsi_Partai-Partai-
Indonesia 2013_.docx, diakses pada tanggal 9 September 2019) PKS 
berdiri dari tahun 1998, yang awalnya bernama Partai Keadilan. 
Mengikuti pemilihan umum pertama pada tahun 1999. Saat itu, Partai 
Keadilan memperoleh 1,36% suara nasional, sehingga berhak atas 7 
kursi dewan di parlemen, kemudian Partai Keadilan berada pada 
posisi ke 7. Presiden pertama Partai Keadilan adalah Nurmahmudi 
Ismail, kemudian setelah ia diangkat oleh Presiden Republik 
Indonesia ke 3 Abdurrahman wahid atau Gus Dur menjadi menteri 
kehutanan, Jabatan presiden Partai Keadilan diberikan kepada Hidayat 
Nur Wahid.  
Setelah berlakunya Undang-Undang pasal 39 nomor 3 tahun 
1999 tentang pemilu yang berbunyi Untuk dapat mengikuti Pemilihan 
3 
 
 
 
Umum berikutnya. Partai Politik harus memiliki sebanyak 2% (dua 
per seratus) dari jumlah kursi DPR atau memiliki sekurang-kurangnya 
3% (tiga per seratus) jumlah kursi DPRD I atau DPRD II yang 
tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah propinsi dan di ½ 
(setengah) jumlah kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia 
berdasarkan hasi) Pemilihan Umum. Maka mengakibatkan Partai 
Keadilan berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera pada tahun 
2003. 
Sebanyak 45 kadernya duduk di kursi Dewan dan Hidayat Nur 
Wahid terpilih menjadi Ketua MPR. Hidayat pun mundur dari posisi 
Presiden PKS, yang kemudian digantikan Tifatul Sembiring. Tifatul 
kemudian ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 
menjadi Menkominfo. Posisi Tifatul di PKS lantas digantikan Luthfi 
Hasan Ishaaq pada 2010. Luthfi kemudian tersangkut kasus korupsi 
hingga akhirnya ditahan. Luthfi lalu digantikan Anis Matta pada 
Februari 2013. Anis Matta, yang semula merupakan Wakil Ketua 
DPR, kemudian digantikan Sohibul Iman.  
Pada Pemilu 2009, peringkat PKS makin naik. PKS 
menduduki peringkat ke-4 dengan perolehan 7,88% suara nasional. 
PKS mendapat 57 kursi DPR.  Perolehan suara PKS sedikit menurun 
pada Pemilu 2014. PKS mendapat 6,79% suara nasional saat itu dan 
berada di peringkat ke-7. PKS mendapat 40 kursi DPR atau 7,1% dari 
total kursi.  
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Pada pemilu 2019 PKS memperoleh suara mencapai 8,21% 
suara atau 11.493.663 suara. Hal ini diakui merupakan sebuah 
pencapaian yang luar biasa dan melampaui target partai. Padahal 
beberapa bulan yang lalu beberapa lembaga survei sempat merilis 
hasil penelitian mereka, yang menyatakan PKS sebagau salah satu 
partai yang tidak akan lolos Parlementary Threshold (PT) yaitu 4%. 
Dinamika pemilihan umum 2019 membawa perubahan 
signifikan terhadap struktur perolehan suara Partai Politik. 
Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, per Kamis (18/4), 
17.34 WIB dengan total jumlah suara masuk 92,80%, ada lima partai 
peraih lonjakan suara dibandingkan dengan perolehan suara 2014.  
Dilansir dari nasional.kontan.co.id yang tayang pada tanggal 
18 April 2019, Lonjakan suara tertinggi diperoleh Partai Keadilan dan 
Sejahtera (PKS) yang diprediksi mampu mengumpulkan suara sekitar 
8,62% atau naik 1,82% dibandingkan perolehan suara 2014. Peringkat 
kedua, Partai Nasdem diprediksi mengantongi 8,27% suara atau naik 
1,55% dibandingkan dengan Pemilu 2014 yang sebesar 6,72%. Ketiga 
Partai Gerindra mampu mendongkrak tambahan suara sebesar 1,03% 
menjadi 12,84% dibandingkan dengan 2014 yang sebesar 11,81%. 
Keempat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 
perkiraan total suara sekitar 19,97% pada pemilu 2019. Meskipun 
tetap menjadi pemenang pemilu tahun ini dan tahun 2014, kenaikan 
suara PDIP pada pemilu tahun ini hanya sekitar 1,02% saja. Partai lain 
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yang mampu menumpuk suara adalah Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB) dengan perolehan suara sekitar 9,27% pada pemilu 2019. 
Angka perolehan suara ini hanya bergeser sedikit yakni 0,23% 
dibandingkan dengan pemilu 2014 sebanyak 9,04%. 
Sejak awal berdirinya Partai Keadilan Sejahtera mendapat 
perhatian dari banyak kalangan. Termasuk dari kalangan profesional 
dan mahasiswa. Pendukung Partai Keadilan Sejahtera kebanyakan 
berasal dari mahasiswa yang menganggap kehadiran PKS menjadi 
nafas baru dunia politik dengan sentuhan dan gaya yang berbeda. 
Banyak anak muda dari kalangan akademisi yang bergabung dengan 
partai ini. Mereka tentunya menyadari betul bahwa PKS berjalan 
dengan nafas politik dakwah yaitu agama Islam.  
Pada pemilu tahun 1999 misalnya, Partai Keadilan Sejahtera 
yang waktu itu masih bernama Partai Keadilan, mendapatkan 
perolehan suara terbanyak di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa 
mayoritas simpatisan maupun kadernya berasal dari kalangan kaum 
muda terpelajar dan mempunyai latar pendidikan yang tinggi. 
Pengakuan terhadap Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai masa 
depan tidak hanya disampaikan oleh tokoh-tokoh internal partai 
politik, namun juga dari pengamat politik, profesional dan pejabat dari 
luar PKS, bahkan dari kalangan non Islam pun menyatakan apresiasi 
yang sama (Erdward, 2006:23).  
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PKS memiliki perwakilan di setiap kabupaten atau kota untuk 
mengakomodir kepentingannya yang disebut dengan Dewan 
Pemimpin Daerah (DPD). Kemudian untuk DPD Partai Keadilan 
Sejahtera Kota Surakarta didirikan pada tanggal 14 juni 2003. 
Keberadaan  DPD di kota Bengawan ini sangat penting peranannya, 
karena di Kota Surakarta banyak terjadi pergolakan ormas-ormas umat 
Islam yang keberadaannya harus diakomodir guna memaksimalkan 
anggota partisipan Partai Keadilan Sejahtera. 
Mengenai pentas pemilu 2019 di Kota Surakarta, Dewan 
Pemimpin Daerah PKS Kota Surakarta berupaya untuk menjaga 
stabilitas perolahan suara, minimal sama seperti tahun 2014 lalu. 
Dengan banyaknya kejadian pergolakan politik dan agama selama 4 
tahun terakhir, membuat DPD PKS Kota Surakarta menaruh perhatian 
khusus, karena sebagaimana kita ketahui, kota Surakarta menjadi 
daerah yang cukup sering menjadi tempat aksi.  
Lima calon legislatif atau caleg dari Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) dipastikan duduk di DPRD Kota Surakarta periode 2019-2024. 
Perolehan kursi tersebut sama seperti tahun pilhan 2014 lalu. Tahun 
ini, 4 orang incumbent atau petahana kembali terpilih dan satu orang 
baru yakni Didik Hermawan, S.Pd.. Keempat incumbent terpilih 
antara lain, Asih Sunjoto Putro, H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si, H. 
Sugeng Riyanto, S.S, dan Muhadi Syahroni.  
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Selama pemilu 2019, DPD PKS telah menggelar real qount 
perhitungan suara internal  di 1.640 tempat pemungutan suara atau 
TPS di Kota Surakarta. Hasilnya, perolehan suara partai yang 
mempunyai slogan politik 2019 “Ayo lebih baik” tersebut mengalami 
kenaikan sebesar 80,03 persen dibandingkan suara pilihan legislatif 
tahun 2014.  
Data real count internal menunjukan PKS mendapatkan 35.218 
suara, sementara di tahun 2014 hanya mendapatkan suara 19.562 
suara saja. Perhitungan  suara yang dilakukan PKS dengan cara 
menerjunkan langsung relawan yang bertndak sebagai saksi saat 
pencoblosan yang ditempatkan di ribuan TPS di Kota Surakarta. Para 
saksi tersebut bertugas untuk memantau dan mengawal jalannya 
proses pemungutan suara kemudian melaporkan hasilnya dengan 
melampirkan foto kertas C1 plano pencoblosan suara legislatif.  
Pencapain hasil pemilu tersebut menempatkan PKS ke posisi 
runner up atau kedua, yang kalah dari Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan atau PDIP yang menduduki posisi pertama di pemilu 2019 
di Kota Surakarta. Tapi hal tersebut menunjukan eksistensi dari PKS 
yang ternyata dari hari ke hari semakin diminati oleh banyak pemilih. 
Hal tersebut tak lepas dari peran para politikus dari Dewan Perwakilan 
Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta yang mampu 
memanfaatkan momen pilihan presiden dan wakil presiden serta 
pilihan legislatif yang diselenggarakan secara serentak di tahun 2019. 
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Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran para kader PKS 
yang mampu memanfaatkan momentum. Tahun 2019 adalah tahun 
politik, banyak hal terjadi, dan PKS sebagai partai yang berafiliasi 
terhadap umat Islam tentu memanfaatkan peluang tersebut untuk 
menambah lebih banyak lagi minat pemilih untuk memilih partai yang 
saat ini dipimpin oleh Muhamad Sohibul Iman. 
Sebagia partai politik yang tumbuh dari kader dan anggota 
beragama Islam, tentunya partai ini sangat mengedepankan akhlak 
yang Islami dan selalu mendasarkan setiap paham dan perbuatan 
dengan bersumber dari al quran dan sunnah. Walaupun demikian PKS 
tetap menjaga keberimbangan dalam hal agama dan berpolitik.  
Aspek pengembangan wawasan dan pemahaman kader sangat 
diperhatikan betul untuk menjaga kualitas kader maupun partisipan 
partai. Kemampuan Partai Keadilan Sejahtera dalam menjaga 
kesoliditan para kader dan partisipanya tentu menarik perhatian 
banyak pihak. PKS mampu meningkatkan kualitas pengetahuan dan 
pemahaman para kader dan partisipan dengan pola komunikasi yang 
baik. Perhatian lebih diberikan kepada pola komunikasi internal yang 
dianggap sebagai salah satu kunci untuk menjaga kesoliditas internal 
partai. 
Sebagia partai yang berbasis pada massa, Partai Keadilan 
Sejahtera memberikan perhatian khusus terhadap para kader dan 
partisipannya. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga stabilitas 
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hubungan internal partai. Komunikasi adalah kunci dari sebuah 
hubungan yang baik. Apalagi jika seseorang atau kelompok telah 
mengadakan hubungan jangka panjang, maka sistem komunikasi yang 
akan dijalankan menentukan bagaimana hubungan ke depan kelompok 
tersebut dapat langgeng sampai mencapai visinya. Namun bisa jadi 
sebaliknya, jika pola komunikasi antar kader dan partisipan tidak 
berjalan semestinya maka akan menimbulkan ketegangan dan 
menyebabkan persengketaan yang berakibat fatal bagi partai.  
Selain itu tentu komunikasi eksternal yang bersinggungan 
langsung dengan pihak luar yaitu masyarakat luas pasti sangat 
diperhatikan, karena interaksi yang terjadi akan menentukan 
bagaimana respon dari masyarakat terhadap partai tersebut. 
Sebab komunikasi itu sendiri sebagaimana dikatakan oleh 
Reardon (dalam Susanto, 2013:165) "dimaksudkan untuk menghibur, 
mempengaruhi, beramah tamah, memperoleh informasi, menunjukkan 
perhatian dan sejumlah kegiatan lain untuk melakukan hubungan". 
Komunikasi tidak hanya berlangsung untuk menciptakan hubungan 
yang sejalan tetapi dalam perbedaan dapat juga dilakukan. 
Partai Keadilan Sejahtera yang memang merupakan sebuah 
partai kader, mempunyai pola komunikasi yang unik dan berbeda 
dengan pola komunikasi partai lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan 
dilihat dari beberapa kadernya yang pastinya mengutamakan sifat 
akhlakulkarimah. 
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Walaupun banyak orang telah mengetahui tentang eksistensi 
PKS sebagai partai yang bersih dan tidak banyak tersangkut dalam 
kasus-kasus nasional, seperti korupsi atau semacamnya Ternyata PKS 
tetep pasti memiliki masalah internal, namun beberapa dari masalah 
ini mampu diselesaikan sendiri dengan pola komunikasi yang 
dibangun oleh partai ini sehingga meminimalkan perselisihan keluar 
dari internal partai.  
Tidak pernah terlihat secara nyata adanya perselisihan masalah 
di internal Partai Keadilan Sejahtera berkaitan dengan agenda-agenda 
besar partai, terkait pemilihan umum atau kegiatan kepartaian. 
Misalkan saja masalah yang sering timbul disejumlah partai ketika 
pilkada atau perebutan kekuasaan partai antar kader PKS. Masalah 
yang timbul biasanya hanya sekadar konflik perbedaan pandangam 
atau pendapat antar anggota, yang akhirnya akan dapat diselesaikan 
secara kekeluargaan atau musyawarah di internal partai, hal ini tentu 
terdapat pola pengasuhan komunikasi yang efektif dan efisien. 
Tidak seperti yang terjadi di partai politik lain, yang sering kita 
dengar pertikaian perebutan kekuasaan oleh anggota internal partai. 
Contohnya, perselisihan dualisme partai beringin golongan karya 
(GOLKAR). Dikutip dari CNN Indonesia, yang terbit pada tanggal 03 
Maret 2015. Terdapat dua kubu di tubuh partai Golkar. Kubu pertama 
yaitu dengan ketua umum Aburizal Bakrie kemudian kubu sebelahnya 
yaitu dipimpin oleh Agung Laksono. Bahkan saat terjadi pertikaian 
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tersebut kedua kubu masih saja berselisih soal cara terbaik 
penyelesaian masalah internal partai ini. Kubu Aburizal Bakrie 
berpendapat penyelesaian terbaik adalah melalui jalur hukum. Namu 
kubu Agung Laksono mengatakan konflik tersebut akan selesai 
dengan jalan perundingan. Perbedaan pandangan kedua kubu inilah 
yang mengakibatkan lamanya masa penyelesaian konflik. 
Kita bisa melihat bagaimana penyelesaian konflik internal 
yang terjadi di partai PKS dapat diselesaikan secara damai dan cukup 
berada di lingkungan internal partai, seperti penyelesaian konflik 
mantan ketua umum PKS  Lutfi Hasan Ishaaq yang tersandung kasus 
korupsi suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian 
Pertanian.  
Penyelesaian konflik internal tentang siapa pengganti ketua 
umum PKS selanjutnya. Tidak terdengar ada pihak yang mengklaim 
ingin menjadi ketua umum, namun pemilihan ketua umum dilakukan 
dengan cara putusan oleh majelis syuro PKS yang berisikan para 
petinggi partai, diantaranya ketua majelis pertimbangan partai, 
bendahara umum dan sekretaris jenderal, serta 99 anggota syuro 
lainnya. 
Hal itu menunjukan bahwa pola komunikasi yang baik dengan 
mempertimbangkan kemaslahatan bersama dan bukan atas keinginan 
individu semata. Menurut Ross (1993, 47)  manajemen konflik 
merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak 
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ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu 
yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa 
penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan 
ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. 
Teknik persuasif adalah strategi komunikasi politik yang 
paling sering digunakan dan diminati oleh Partai Keadilan Sejahtera. 
Persuasif sendiri merupakan sebuah proses pertukaran informasi/ 
pesan dimana komunikator berusaha mempengaruhi pemikiran atau 
perilaku komunikan melalui pesan/ informasi yang disampaikannya. 
Menurut Dan Nimmo (dalam Jalaluddin Rakhmad (2011, 122) 
Terdapat tiga pendekatan persuasif politik yaitu propaganda, retorika 
dan periklanan. Ketiganya memiliki persamaan yaitu memilki tujuan, 
disengaja dan untuk mempengaruhi  komunikan. Kemudian perbedaan 
dari ketiganya terdapat pada orientasi pendekatan komunikan, 
perorangan atau kelompok, pemikiran yang berbeda antara masyarakat 
dan masing-masing berbeda cara merumuskan permasalahnnya. 
Pertama, dalam pemilu 2019 Partai Keadilan Sejahtera 
menggunakan teknik propaganda. Menurut Jacques Ellul (Dalam Dan 
Nimmo, 2000 : 123-124) mengartikan propaganda merupakan 
komunikasi yang digunakan oleh suatu kelompok terorganisasi yang 
ingin menciptakan partisipasi aktif atau pasif dalam tindakan-tindakan 
suatu massa yang terdiri atas individu-individu, dipersatukan  secara 
psikologis dan digabungkan di dalam suatu organisasi. Orang yang 
13 
 
 
 
melakukan propaganda disebut sebagai propagandis yaitu seorang 
teknikus kontrol sosial. 
Seorang politikus Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera 
mencetuskan sebuah tagar di akun media sosial yaitu 
#2019GantiPresiden. Tagar ini pertama kali muncul pada awal tahun 
2018 yang dicuitkan oleh Mardani melalui akun media sosial 
twitternya yang berhasil mnembus 110.000 ribu mention untuk 
#2019GantiPresiden. Ia menyebutkan bahwa tagar ini merupakan 
strategi perlawanan dari kampanye Joko Widodo di media sosial. 
Sejumlah kegiatan massal yang melibatkan banyak masyarakat 
diluncurkan.Termasuk ajakan untuk turun ke jalan dengan 
menggunakan atribut #2019GantiPresiden berupa kaos dan 
semacamnya. 
Pada tanggal 6 mei 2018 ribuan relawan melakukan deklarasi 
di depan pagar pintu barat daya lapangan Monas, Jakarta Pusat. 
Acara deklarasi relawan #2019GantiPresiden dipimpin langsung oleh 
politikus Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera. Acara ini 
merupakan bagian dari rencana menyuarakan untuk mengganti 
presiden Indonesia pada pemilu presiden 2019. Para  pendukung 
tidak mau Presiden Joko Widodo memerintah selama dua periode. 
Pada pemilu tahun 2014 PKS tidak terlalu menjadi promotor dari tim 
sukses Prabowo-Hatta pada waktu itu, mereka tidak menggunakan 
propaganda berskala nasional yang cerdas seperti ini, waktu itu PKS 
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hanya mengandalkan isu-isu yang menjatuhkan kepribadian seorang 
Joko Widodo, seperti Jokowi antek Cina, keturunan PKI dan lain 
sebagainya. Mungkin perbedaan inilah yang dimungkinkan menjadi 
penyebab perolahan suara antara pemilu 2014 (6,79%) dan pemilu 
2019 (8,21%) cukup signifikan. 
Kedua, retorika yang merupakan bentuk ajakan yang 
menonjolkan komunikasi dua arah, negosiasi, drama dan dialektika. 
Karena merupakan komunikasi dua arah, antara individu dengan 
individu dan bukan antara individu dengan khalayak ramai, retorika 
politik merupakan proses yang mungkin saja terbentuknya sebuah 
persepsi masyarakat melalui negosiasi. 
Sementara itu, informasi yang didapatkan oleh peneliti dari 
berbagai sumber melalui beberapa kader PKS di lapangan, dijelaskan 
selama masa kampanye terbuka pemilu 2019 mereka secara masif 
melakukan sosialisasi pemilu secara langsung kepada masyarakat, 
itilahnya door to door. Mereka melakuakan dialog langsung dengan 
pemilik rumah dengan komunikasi dua arah. Artinya ada komunikasi 
intrapersonal yang dilakukan. Para kader tersebut menjelaskan bahwa 
yang dilakukan ketika melakukan door to door  adalah 
memperkenalkan para calon anggota legislatif dan tentunya calon 
presiden.  
Mereka membawa misi untuk menarik perhatian dan simpati 
dari masyarakat terhadap calon yang mereka usung, dengan cara 
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memberikan masukan-masukan kenapa harus memilih calon tersebut. 
Dengan permainan kata dan kalimat yang membandingkan bagaimana 
nasib masyarakat selama kepemimpinan presiden yang sekarang, dan 
jika masyarakat merasa kesusahan maka akan dibangun sebuah opini 
bahwa Negara ini membutuhkan sebuah peruabahan dari sosok yang 
dinilai mampu melakukannya. Pada pemilu tahun 2014 pun PKS juga 
sudah melakukan cara kampanye seperti ini. 
Ketiga, periklanan yang menurut Dan Nimmo fokus dari 
periklanan ialah kepada siapa dan dengan akibat apa yang akan 
ditimbulkan. Beberapa pengiklanan politik harus mempertimbangkan 
motivasi masyarakat dan bagaimana karakteristik kepribadian dan 
sosial masyarakat. Sehingga dengan data tersebut akan didapatkan 
metode periklanan yang sesuai dan menarik bagi masyarakat. 
Partai Keadilan Sejahtera sendiri menggunakan banyak sekali 
iklan dalam kampanyenya. Iklan melalui berbagai media elektronik 
telah dilakukan, termasuk masif dilakukan dengan menggunakan 
media sosial. Salah satu iklan yang sangat kontroversial dan menarik 
perhatiaan masyarakat umum adalah iklan tentang janji kampanye,  
yaitu jika PKS menang pemilu maka akan memberlakukan surat ijin 
mengemudi atau SIM seumur hidup dan akan menghapus pajak motor. 
Iklannya berupa poster dan pamflet bertuliskan “Yuk Coblos caleg 
PKS ! pajak motor dihapus dan sim berlaku seumur hidup”. 
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Tawaran janji kampanye ini tampak dalam banyak alat peraga 
kampanye yang dipasang oleh calon anggota legislatif maupun partai 
politik. Iklan ini tentu bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat 
yang mungkin selama ini mengalami kegelisahan yang sama, tentang 
biaya pajak dan sim yang dirasa oleh masyarakat kelas bawah cukup 
memusingkan. Banyaknya kebutuhan hidup yang harus ditanggung 
oleh masyarakat membuat iklan ini menjadi daya pikat tersendiri bagi 
masyarakat. 
Iklan ini banyak menuai kritikan, bahkan dari masyarakat 
sendiri yang padahal janji ini untuk meringankan beban hidup mereka. 
Bahkan protes dilayangan dari pihak kepolisian, dilansir dari media 
online nasional.tempo, yang ditulis oleh Devina Halim pada 
23/11/208. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas 
Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menanyakan dasar 
kajian wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan 
memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan 
Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup jika 
menang dalam Pemilu 2019. Karena kalau dihapus, menyangkut 
masalah perubahan regulasi jadi harus ada kajian secara 
komprehensif. 
Walaupun banyaknya kritikan dari masyarakat dan lembaga 
terkait dengan janji kampanye yang dianggap tidak masuk akal 
tersebut, iklan ini telah berhasil menyedot animo masyarakat untuk 
17 
 
 
 
sejenak memperhatikan Partai Keadilan Sejahtera.Iklan ini dianggap 
berhasil dari segi pengenalan partai kepada masyarakat, namun juga 
cukup berimbas pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai 
ini untuk mewujudkan janji kampanya tersebut. 
Dengan memperhatikan bagaimana Partai Keadilan Sejahtera 
membangun pola komunikasi politik partai, maka dapat peneliti 
jadikan acuan untuk melakukan penelitian terhadap bagaimana strategi 
komunikasi politik PKS dalam menghadapi pemilihan umum tahun 
2019 untuk menarik sebanyak-banyaknya partisipan lama maupun 
baru, guna mendongkrak perolehan suara Partai tersebut. Karena itu, 
peneliti mengangkat judul “Implementasi Komunikasi Politik PKS 
Kota Surakarta pada Pemilu Legislatif 2019.” 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat 
diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut. 
1. Partai Keadilan Sejahtera masih mengandalkan massa dari basis 
ideologi yaitu agama Islam. 
2. Sistem komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera hanya bisa 
diterima oleh masyarakat beragama Islam. 
3. Kampanye PKS Kota Surakarta menimbulkan keresahan di 
masyarakat baik pro maupun kontra 
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C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah masalah yang telah 
dikemukakan di atas, batasan masalah yang dibuat oleh Peneliti  
adalah bagaimana Implementasi Komunikasi Politik Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) Kota Surakarta Pada Pemilu Legislatif 2019 sehingga 
mampu meningkatkan perolehan suara partai. 
D. Rumusan Masalah 
“Bagaimana Implementasi Komunikasi Politik Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) Kota Surakarta Pada Pemilu Legislatif 2019?” 
E. Tujuan Penelitian 
Guna menggambarkan bagaimana Implementasi Komunikasi 
Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surakarta Pada Pemilu 
Legislatif 2019. 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Praktisi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, 
dan menjadi masukan bagi  pihak yang membutuhkan pengetahuan 
ini untuk pengembangan selanjutnya. 
2. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 
dan wawasan bagi penelitian selanjutnya, khususnya bagi 
pengetahuan tentang Strategi komunikasi politik Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) Kota Surakarta pada pemilu 2019. 
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3. Manfaat Metodologis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah rujukan 
keilmuan dalam penelitian selanjutnya mengenai Implementasi 
Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota 
Surakarta Pada Pemilu Legislatif 2019. 
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BAB II  
LANDASAN TEORI 
A. Kajian Teori 
1. Hakikat Strategi 
Strategi menurut Thompson didefinisikan sebagai cara 
untuk mencapai sebuah hasil akhir yang menyangkut tujuan dan 
sasaran organisasi (Oliver, 2007). Definisi lain menurut ahli pakar 
lainnya yaitu Adnanputra yang dikutip oleh Ruslan bahwa arti 
strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana (plan), sedangkan 
rencana merupakan produk dari suatu perencanaan (planning),yang 
akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari proses 
manajemen (Ruslan, 2010). 
2. Komunikasi Politik 
Menurut Carl I. Hovland (Effendy, 2002:49) Komunikasi 
adalah proses yang memungkinkan seseorang 
(komunikator)  menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-
lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikan). 
Sementara itu, menurut Everett M. Roger (Mulyana, 2012:69) 
komunikasi adalah suatu proses dimana suatu ide dialihkan dari 
sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk 
mengubah tingkah laku mereka. Senada sama dengan konsep Carl, 
bahwa komunikasi akan menimbulkan perubahan pandangan dan 
perilaku si penerima pesan. 
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Menurut Littlejohn, dalam bukunya Theories of Human 
Communication (2005)  memilah perilaku komunikasi dalam tiga 
sudut pandang, di antaranya sebagai berikut.  
a. Komunikasi terbatas pada penyampaian pesan yang disengaja 
diarahkan dan diterima oleh reciver. Bahwa sebuah perilaku 
dikatakan sebagai perilaku komunikasi apabila seseorang 
dengan sengaja menyampaikan pesan kepada orang lain, dan 
pesan itu diterima secara sadar oleh penerima. Dalam 
pandangan ini, faktor utama dalam komunikasi adalah faktor 
kesengajaan menyampaikan pesan,dan pasti pesan tersebut 
mengandung tujuan tertentu. Dengan kata lain bahwa 
pandangan dari Michael Moutly, apabila seseorang menerima 
pesan dengan cara tidak sengaja maka tidakbisa dikatakan hal 
tersebut sebuah komunikasi. 
b. Komunikasi harus meliputi semua perilaku yang bermakna 
bagi penerima baik disengaj ataupun tidak. Dalam pandangan 
ini, komunikasi bukan sekedar bentuk penyampaian pesan 
dari sumber ke penerima.Perilaku-perilaku yang tidak 
disengaja, namun bermakna bagi orang lain, bisa dikatakan 
sebagai sebuah komunikasi. 
c. Komunikasi hanya pesan yang dikirim secara sengaja dan 
diterimalah yang seharusnya dikatakan sebagai komunikasi, 
tetapi sengaja di sini sulit untuk ditentukan atau di tentukan. 
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Pendapat ketiga ini lebih menekankan pada model perilaku 
komunikasi.perilaku komunikasi seseorang melibatkan 
perilaku yang disengaja dan tidak, perilaku penyampaian 
pesan yang disengaja adalah proses komunikasi yang memang 
memiliki tujuan tertentu, karenanya komunikasi yang 
demikian pasti melibatkan proses yang lebih rinci, mulai dari 
perencanaan hingga hasil yang diharapkan serta efek yang 
mungkin diakibatkan. 
Dari ketiga sudut pandang di atas, pendefinisian komunikasi 
bisa didasarkan pada tiga kerangka pemikiran.  
1. Komunikasi sebagai tindakan satu arah 
Penyampaian pesan satu arah atau linear dalam 
pandangan ini, proses komunikasi merupakan Proses 
penyampaian pesan dari sumber kepada penerima yang 
diasumsikan tanpa adanya feedback atau umpan balik dari 
penerima. 
2. Komunikasi sebagai interaksi  
Komunikasi sebagai suatu proses Bagaimana proses 
sebab-akibat yang arahnya bergantian. 
3. Komunikasi sebagai transaksi  
Komunikasi yang lebih menekankan pada proses 
pemaknaan, dimana sumber dan penerima memiliki posisi yang 
sama dan sama-sama melakukan proses pemaknaan, dalam 
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setiap respon komunikasi terjadi pada konteks kesengajaan 
maupun tidak. 
3. Hakikat Komunikasi Politik 
Komunikasi politik (political communication) dapat 
dipahami menurut berbagai cara. McQuail menjelaskan (dikutip 
oleh Pawito, 2019:2) mengatakan bahwa komunikasi politik 
adalah “all processes of information (including facts, opinion, 
belief, etc) transmission, exchange and search engaged in by 
participants in the course of institutionalized political activities” 
(semua proses penyampaian informasi – termasuk fakta, pendapat-
pendapat, keyakinan-keyakinan dan seterusnya, pertukaarn dan 
pencarian tentang itu semua yang dilakukan oleh partisipan dalam 
dalam konteks kegiatan politik yang lebih bersifat melembaga). 
Pandangan demikian membersitkan beberapa hal penting: 
komunikasi politik menandai keberadaan dan aktualisasi 
Lembaga-lembaga politik, komunikasi poltik merupakan fungsi 
dari sistem politik, dan komunikasi politik berlangsung dalam 
suatu sistem politik tertentu. 
Sejalan dengan McQuail, Meadow (dikutip  oleh pawito, 
2019:2) memberikan penegasan bahwa istilah komunikasi politik 
merujuk pada “any exchange of symbols or messages that to 
significant extent have been shaped by, or have consequences for 
the functioning of political system” (segala bentuk pertukaran 
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simbol atau pesan yang sampai tingkat tertentu dipengaruhi atau 
mempengaruhi berfungsinya sistem politik). Definisi tersebut 
memberikan penekanan pada hubungan timbal-balik antara 
komunikasi dengan sistem politik. Komunikasi dipengaruhi dan 
mempengaruhi sistem politik.  
Dalam hal ini Meadow menjelaskan sistem politik sebagai 
“system whose components interact with respect to power and 
authoritative resource allocation for the purpose of making 
decisions” (sistem-sistem yang dimiliki komponen-komponen 
yang saling berinteraksi satu dengan yang lain terkait dengan 
kekuasaan dan kewenangan penjatahan sumber daya untuk 
maksud pengambilan keputusan-keputusan). 
Komunikasi dipengaruhi oleh sistem poltik terlihat jelas 
dengan adanya berbagai peraturan yang mengatur lalu lintas 
informasi. Pasal 37 ayat 1 dan 2 undang-undang No. 23 tahun 
2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, 
misalnya, mengatakan bahwa media cetak dan media elektronik 
memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk 
menyampaikan tema dan materi kampanye (ayat 1), dan bahwa 
media cetak dan elektronik wajib memberikan kesempatan yang 
sama kepada pasangan calon untuk memasang iklan pemilu 
presiden dan wakil presiden dalam rangka kampanye (ayat 2). 
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Sedangkan komunikasi mempengaruhi sistem politik dapat 
diamati melalui berbagai bentuk. Misalnya, aksi-aksi protes dari 
masyarakat luas yang kemudian memperoleh amplifikasi yang 
kuat dari media massa, sehingga memaksa pemerintah mengubah 
atau mencabut suatu kebijakan, memaksa pejabat mengundurkan 
diri atau bahkan mengakibatkan perubahan politik yang besar 
termasuk tumbangnya suatu rezim. Contoh nyata, keputusan 
merevisi Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2006, tentang 
kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan/anggota DPRD di 
awal 2007 dan penarikan kembali rencana kenaikan tarif dasar 
listrik (TDL) tahun 2005. 
Keduanya terjadi di setelah Aksi protes dan demonstrasi 
yang begitu luas oleh berbagai elemen masyarakat, begitu juga 
pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, 
sebagai puncak dari rangkaian krisis politik di Indonesia periode 
1997 sampai 1999 juga sangat dipengaruhi oleh komunikasi. 
Meluasnya aksi aksi protes dan penentangan terhadap rezim orde 
baru serta kepemimpinan Presiden Soeharto oleh berbagai 
kalangan dan tokoh masyarakat, kemudian memperoleh 
amplifikasi yang sangat ekstensif oleh media massa baik media 
cetak maupun elektronik. 
Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa suatu komunikasi 
dapat dikatakan sebagai komunikasi politik, tergantung pada 
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karakter pesan dan dampaknya terhadap sistem politik. Semakin 
jelas pesan komunikasi berkaitan dengan politik dan semakin kuat 
dampaknya terhadap sistem politik, maka semakin signifikan pula 
komunikasi tersebut dinilai sebagai komunikasi politik. 
Perbincangan seorang presiden dengan istrinya sepulang 
melakukan lawatan ke suatu negara sahabat mengenai menu 
masakan, yang dihidangkan dalam jamuan makan malam dapat 
dipandang kurang signifikan sebagai komunikasi politik. Berbeda 
dengan aksi protes yang dilakukan oleh sekelompok petani yang 
mendatangi kantor DPRD, memprotes kelangkaan pupuk atau 
mungkin aksi protes para pedagang kaki lima (PKL) menentang 
penggusuran aksi ini lebih signifikan sebagai komunikasi politik. 
Dalam setiap realitas kehidupan politik pasti terjadi 
komunikasi politik. Komunikasi ini tidak hanya tampil dalam 
bentuk aksi-aksi protes menuntut hak yang terampas ataupun 
menyuarakan aspirasi. Kehidupan politik meniscayakan adanya 
rapat, pidato, kampanye, kontak antar Lembaga, debat dalam 
siding parlemen, perundingan, ataupun negosiasi. 
Semua ini adalah bentuk-bentuk komunikasi politik. Media 
massa, dalam situasi yang normal, melakukan liputan terhadap 
peristiwa-peristiwa tertentu dan kemudian menginformasikan 
kepada public, dengan frame-frame tertentu. Masyarakat umum, 
elit politik, maupun kalangan pemerintah kemudian memperoleh 
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informasi dari media massa mengenai perkembangan yang terjadi 
di masyarakat, peristiwa-peristiwa atau isu-isu penting, setidaknya 
sampai tingkat tertentu.Dari sini munculah berbagai pendapat 
penilaian, persepsi dan sikap mengenai peristiwa-peristiwa serta 
tanggapan terhadapnya. 
Pengertian Komunikasi Politik Menurut Nimmo, Politik 
berasal darikata polis yang berarti negara, kota, yaitu secara 
totalitas merupakankesatuan antara negara (kota) dan 
masyarakatnya. Kata polis iniberkembang menjadi politicos yang 
artinya kewarganegaraan. Dari katapoliticos menjadi politera yang 
berarti hak hak kewarganegaraan. 
Menurut Gabriel Almond (1960) "komunikasi politik 
adalah salah satufungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. 
"All of the functionsperformed in the political system, political 
socialisation and recruitment,interest articulation, interest 
aggregation, rule making, rule application,and rule adjudication, 
are performed by means of communication." 
Definisi Komunikasi Politik Secara definitif, ada beberapa 
pendapatsarjana politik, diantaranya Nimmo, mengartikan politik 
sebagai kegiatanorang secara kolektif yang mengatur perbuatan 
mereka di dalam kondisikonflik sosial. Dalam berbagai hal orang 
berbeda satu sama lain jasmani,bakat, emosi, kebutuhan, cita -cita, 
inisiatif, perilaku, dansebagainya. Lebih lanjut Nimmo 
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menjelaskan, kadang -kadang perbedaan ini merangsang argumen, 
perselisihan, dan percekcokan. Jika mereka 
menganggap perselisihan itu serius, perhatian mereka dengan 
memperkenalkan masalah yang bertentangan itu, dan selesaikan; 
inilah kegiatan politik. 
Dalam buku komunikasi politik (Dan Nimmo oleh Jalaludin 
Rahkmat 2011:79) Menggambarkan bagaimana harus adanya 
pikiran manusia dalam halini adalah interpretasi atas suatu lambing 
atau symbol yang dilihat atau disampaikan oleh 
komunikatorterhadap komunikan. Diantara lambing dan 
interpretasi terdapat rujukan yang mempengaruhi keduanya, 
selengkapnya dapat ditujukan dalam gambar berikut. 
 
Gambar 1. Hubungan interpretasi, lambang dan rujukan (dok. Penulis, 
2019) 
Hubungan antara lambang rujukan dan interpretasi dilukiskan 
dalam gambar di atas. Kedua garis dalam segitiga itu menunjukkan 
bahwa, ada hubungan langsung di antara pikiran atau interpretasi 
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dengan suatu rujukan, dan hubungan di antara interpretasi dan 
lambing. Namun di antara lambang dan rujukan, hubungan itu tidak 
langsung atau dipertalikan, ditunjukkan dengan garis putus-putus.Hal 
ini memperlihatkan bahwa lambang bukanlah representasi langsung 
(rujukan) dari objek tanpa pikiran aktif manusia 
(interpretasi).contohnya adalah tanpapikiran aktif manusia 
(interpretasi) sebuah bendera merah putih itu sama sekali bukan 
bendera suatu negara, melainkan hanya selembar kain. 
4. Hakikat Komunikasi Persuasif 
Komunikasi persuasif merupakan sebuah proses pertukaran 
informasi/ pesan dimana komunikator berusaha mempengaruhi pemikiran 
atau perilaku komunikan melalui pesan/ informasi yang disampaikannya 
Dalam hal kaitannya dengan politik, persuasif bermakna proses 
komunikator memberikan pesan atau gagasannya kepada lawan bicara 
atau komunikan agar terpengaruh dalam hal proses pengambilan 
keputusan pemilih. 
Terdapat tiga pendekatan persuasif politik yaitu propaganda, 
retorika dan periklanan. Ketiganya memiliki persamaan yaitu memilki 
tujuan, disengaja dan untuk mempengaruhi  komunikan. Kemudian 
perbedaan dari ketiganya terdapat pada orientasi pendekatan komunikan, 
perorangan atau kelompok, pemikiran yang berbeda antara masyarakat 
dan masing-masing berbeda cara merumuskan permasalahnnya. Secara 
singkat berikut pengertian ketiganya. 
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a. Propaganda 
Jacques Ellul (Dalam Dan Nimmo, 2000 : 123-124) 
mengartikan propaganda merupakan komunikasi yang digunakan 
oleh suatu kelompok terorganisasi yang ingin menciptakan partisipasi 
aktif atau pasif dalam tindakan-tindakan suatu massa yang terdiri atas 
individu-individu, dipersatukan  secara psikologis dan digabungkan 
di dalam suatu organisasi. Orang yang melakukan propaganda disebut 
sebagai propagandis yaitu seorang teknikus kontrol sosial. 
Ellul membagi tipologi propaganda menjadi propaganda 
politik dan propaganda sosiologi. Propaganda politik melibatkan 
usaha dari penguasa atau pemerintah, partai maupun golongan untuk 
mencapai tujuan strategis misinya. Propaganda sosiologi adalah 
perembesan cara hidup yang berangsur-angsur masuk ke dalam 
lembaga ekonomi, politik dan sosial. 
b. Periklanan  
Dan Nimmo (2000) membuat tipe periklanan menjadi 
komersial dan non komersial. Periklanan komersial meliputi 
periklanan konsumen untuk menjual produk dan jasa, tipe ini lebih 
ditujukan kepada perusahan atau industri untuk memperoleh profit 
materi. Kemudian periklanan nonkomersial dilaksanakan oleh 
kelompok-kelompok masyarakat, pemerintah, partai politik, dan 
kandidat politik. 
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Menurut Dan nimmo fokus dari periklanan ialah kepada siapa 
dan dengan akibat apa yang akan ditimbulkan. Beberapa pengiklan 
politik harus mempertimbangkan motivasi masyarakat danapa 
karakteristik kepribadian dan sosial masyarakat. Sementara itu, 
dengan akibat apa lebih cenderung memfokuskan pada bagaimana 
komunikasi persuasive, melibatkan orang-orang dalammenciptakan 
kembali citra mereka tentang politik. 
c. Retorika 
Retorika ialah bentuk ajakan yang menonjolkan komunikasi 
dua arah, negosiasi, drama dan dialektika. Karena merupakan 
komunikasi dua arah, antara individu dengan individu dan bukan 
antara individu dengan khalayak ramai, retorika politik merupakan 
proses yang mungkin saja terbentuknya sebuah persepsi masyarakat 
melalui negosiasi.  
Fokus kampanye retorika menurut Dan Nimmo ialah 
bagaimana cara menciptakan dan membujuk khalayak atau 
masyarakat. Kemudian yang dimaksud dengan khalayak, 
diklasifikasikan oleh Hugh Duncan (1962) meliputi : pelindung 
komunitas, khalayak umum, kawan dan orang dekat, diri sendiri dan 
khalayak ideal. 
Agar persuasif tidak di gerakkan seperti robot oleh 
propaganda, periklanan dan retorika, William McGuire (1968) 
menyebutkan bahwa ada 6 tahap pemprosesan informasi agar 
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persuasif itu terjadi: harus ada imbauan persuasif, harus memahami 
isinya, menerimanya, tetap dalam opini yang baru dianutnya, serta 
bertindak lebih lanjut berdasarkan pandangan tersebut. 
5.  Komunikasi Organisasi  
Menurut Dan Nimmo (dalam Jalaluddin Rakhmad 2011 : 184) 
Organisasi sosial terdiri atas sekumpulan orang yang memiliki hubungan 
yang relatif stabil di antara perseorangan dan Sub kelompok. Terdapat 2 
jenis organisasi, yang pertama organisasi formal yang memiliki aturan 
dan peraturan yang tegas, kedudukan di dalam organisasi yang ditetapkan 
dengan teliti, dan hak serta kewajiban yang ditunjukkan dengan jelas bagi 
para anggota.  
Kemudian organisasi informal, hubungan pribadi dalam organisasi 
informal, berkembang secara spontan dan berlangsung melalui pengertian 
bersama, aturan yang tidak diucapkan, ritual dan tradisi. pada umumnya 
semakin rumit organisasi itu semakin besar struktur formalnya. Jadi 
organisasi formal sudah pasti memiliki SOP atau standard operational 
prosedures yang rinci dan berbentuk hierarki formal untuk hubungan 
antara atasan dan bawahan. 
Tentu saja ada jenis-jenis organisasi yang sangat berbeda dalam 
politik, baik formal maupun informal. Keluarga seseorang, rekan kerja, 
kelompok sebaya merupakan kelompok informal yang memainkan peran 
penting dalam mengembangkan opini politik orang tersebut. Sementara 
itu kelompok-kelompok yang lebih formal meliputi partai politik dan 
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berbagai organisasi kepentingan khusus seperti serikay buruh, asosiasi 
perusahaan, pembela konsumen, dan lain sebagainya. 
Dalam komunikasi organisasi terdapat dua tipe umum saluran 
komunikasi. Pertama ialah komunikasi saluran internal. Terdapat tiga 
aspek, yaitu orang-orang harus memiliki informasi sebagai dasar untuk 
membuat keputusan. Kedua, putusan dan dasar alasannya harus 
disebarkan agar anggota-anggota organisasi itu melaksanakan. Ketiga, ada 
saluran-saluran untuk "pembicaraan keorganisasian", percakapan sehari-
hari antar anggota, dalam melaksanaan tugasnya menciptakan makna 
dalam tatanan sosial yang sedang berlangsung. 
Saluran internal, dalam organisasi yang rumit seperti birokrasi 
politik, Terdapat dorongan untuk memformalkan komunikasi tersebut. 
Dasar alasannya ialah bahwa pertukaran informasi, pribadi dan tidak 
sesuai dengan fakta tidak dapat menyajikan informasi yang diperlukan 
untuk membuat keputusan. Jika hal tersebut terjadi maka dapat 
mengakibatkan penyimpangan dan kesalahan serius. Untuk menjamin 
bahwa pesan-pesan melewatu saluran yang direncanakan dan 
diformalkan, terdapat sarana untuk mengontrol aliran informasi. Sarana 
ini mencakup bentuk yang distandartkan seperti, memuat tanda tangan 
yang berwenang, serta dikirimkan melalui hierarki yang tepat, hingga 
laporan periodik (harian, mingguan atau bulanan). 
Akan tetapi aturan yang direncanakan dengan sebaik mungkin 
sering menjadi serba salah dan pengaturan yang tidak direncanakan, 
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informal, merusak saluran formal komunikasi organisasi. Orang-orang 
bergaul dalam keseharian nya tidak menggunakan prosedur formal, 
mereka menganggap bahwa prosedur formal itu membosankan dan untuk 
menaatinya banyak memakan waktu, terutama jika percakapan lisan yang 
sederhana mampu untuk menyelesaikan pekerjaan tanoa administrasi 
yang rumit. 
B. Penelitian Terdahulu 
Studi mengenai bagaimaan pola maupun strategi komunikasi politik 
telah banyak diteliti oleh orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa adanya 
ketertarikan yang sama antara apa yang dilihat peneliti dengan orang lain. 
Peneliti mempunyai keinginan yang sama dengan para peneliti lain terkait 
tema tersebut. Beberapa hasil penelitian tersebut dijadikan oleh peneliti untuk 
menjadi acuan maupun gambaran agar hasil penelitian kali ini lebih 
baik.Harapannya penelitian ini dapat pula menjadi referensi bagi penelitian 
selanjutnya. 
Skripsi dengan judul Strategi Komunikasi Politik Dalam Perolehan 
Suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pada Pemilu Legislatif  2009 di 
Kabupaten Tegal. Ditulis oleh Mochammad Rifqi Ridho mahasiswa Jurusan 
Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas ilmu dakwah dan ilmu komunikasi 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011.Metode 
penelitian yang digunakan adalah dengan metode penelitian kualitatif. 
Kemudian dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa Dalam 
menghadapi Pemilu Legislatif 2009 PPP Kabupaten Tegal melakukan 
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beberapa strategi komunikasi politik, strategi komunikasi politik yang 
digunakan PPP Kabpaten Tegal dalam mempengaruhi konstituen pada 
Pemilu legislatif 2009, diantaranya: Melakukan audiensi dengan Ikatan 
Pemuda Pemudi Nahdlatul Ulama (IPPNU), lomba nyanyi bareng PETIGA 
dan motor wisata. Di samping melakukan kegiatan-kegiatan tersebut PPP 
Kabupaten Tegal menggunakan beberapa saluran komunikasi politik seperti 
saluran komunikasi politik struktur tradisional, saluran komunikasi politik 
input dan saluran komunikasi politik melalui media massa 
Sedangkan kelemahan strategi komunikasi Politik PPP Kabupaten 
Tegal adalah terlalu mengandalkan tokoh, keterbatasan dana pencalonan 
caleg yang bukan berasal dari daerah sendiri. Untuk kelebihannya adalah 
seluruh pengurus DPC PPP Kabupaten Tegal bekerja secara maksimal dalam 
mengimplementasikan strategi-strategi yang disusun LP2L PPP Kabupaten 
Tegal. 
Penyebab penurunan perolehan suara PPP Kabupaten Tegal pada 
Pemilu legislatif 2009: Munculnya partai-partai baru yang mengatasnamakan 
ormas Islam, berubahnya orientasi masyarakat (pemilih), berubahnya aturan 
pemilu dari nomor urut caleg menjadi suara terbanyak, berubahnya aturan 
pemilu dari nomor urut caleg menjadi suara terbanyak, lemahnya SDM PPP 
KabupatenTegal. 
Skripsi selanjutnya yang menjadi rujukan peneliti ialah dengan judul 
Strategi Komunikasi Politik dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan 
Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemilu 2014 ditelliti oleh 
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Nur Ahmad El Aufa mahasiswa jurusan komunikasi dan penyiaran Islam 
fakultas dakwah dan komunikasi universitas Islam negeri sunan kalijaga 
yogyakarta tahun 2015. Dalam penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan 
bahwa PPP DIY dalam strategi komunikasi politiknya menggunakan teori 
political marketing strategy atau strategi marketing politik yang meliputi 
segmentasi, targeting, dan positioning. Selain itu, teori komunikasi politik 
yang meliputi komponen-komponen komunikasi politik untuk menganalisis 
komunikator politik, khalayak politik, pesan politik, saluran politik, dan efek 
politik juga digunakan oleh PPP DIY dalam menunjang strategi komunikasi 
politiknya. PPP DIY menerapkan teori efektifitas komunikasi politik untuk 
mengetahui strategi komunikasi  politik yang dijalankan. 
Selanjutnya peneliti mengambil penelitian dengan judul Komunikasi 
Politik Anggota Partai Golkar DPD II Kota Makasar di tulis oleh 
Muhammad Agung Syahputra mahasiswa ilmu politik dan ilmu 
pemerintahan fakultas ilmu social dan ilmu politik Universitas Hasanuddin 
Makasar 2012.  
Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik sesama anggota partai 
Golkar mengandung pesan-pesan berupa: perintah, himbauan, larangan dan 
program kerja anggota partai golkar dimana disatu pihak politikus bertindak 
sebagai komunikator terhadap anggota lainnya sebagai audiens.Partai golkar 
memiliki sistem dan prosedur yang jelas dengan jalan menghindari pesan-
pesan komunikasi politik yang dapat menyebabkan konflik 
37 
 
 
 
internal.Komunikasi politik antar kader memiliki budaya organisasi yang 
solid yang harus mendukung keputusan pimpinan partai golkar. 
Skripsi selanjutnya adalah dengan judul Strategi Komunikasi Politik 
Dalam Pemilu 2004 Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilu 
Legislatif 2004. Thesis ini ditululis oleh Wahyu Novyan Mahasiswa Jurusan 
Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Airlangga. Bahwa PKS memiliki strategi komunikasi politik yang 
komprehensif dan integral. Dengan bersandar pada 8 Logika Pilihan Politik 
Massa sebagai frame-work, PKS membuat sejumlah agenda taktis untuk 
mengkomunikasikan pesan politiknya yang sederhana, Bersih dan Peduli. 
Sebuah soundbite yang sangat menghujam di benak publik. Diret selling 
yang diandalkan dalam meraih suara, bekerja dengan baik. Isu antikorupsi 
dan social activism kader PKS, memikat publik. Terakhir, peneliti 
menyimpulkan PKS sebagai penggerak perubahan dan demokrasi di 
Indonesia. 
Satu lagi tesis mengenai komunikasi politik yang berjudul Strategi 
Komunikasi Politik Partai Politik Pada Pemilihan Umum Legislatif 2009 
(Studi Tentang Penyikapan Partai Pks Terhadap UU No. 10 Tahun 2008 
Tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, DAN DPD). Yang ditulis oleh 
Akhirul Aminulloh mahasiswa program pascasarjana Universitas Sebelas 
Maret Surakarta 2010. 
Penelitian tersebut mengahasilkan kesimpulan bahwa Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan Undang-undang Pemilu karena 
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adanya putusan Mahkamah Konstitusi, tidak merubah sikap PKS. Sikap PKS 
berkaitan dengan strategi komunikasi politik tetap bercorak dakwah. Strategi 
pemenangan pemilu PKS dirumuskan dalam bentuk empat tahapan aksi: (1) 
PKS mendengar, (2) PKS mengajak, (3) PKS bicara, dan (4) PKS menang. 
Dalam menjalankan keempat tahapan aksi tersebut, PKS menggunakan 
strategi komunikasi politik dengan: (1) pendekatan komunikasi interpersonal, 
(2) komunikasi publik, dan (3) komunikasi massa.   
Pada pemilu legislatif 2009, PKS menggunakan hampir semua media 
yang ada di Yogyakarta, baik media cetak maupun elektronik.Penggunaan 
mediamedia tersebut, didasari oleh hasil survei media untuk mengetahui 
rating dan segmentasi audiens media.Hal ini diperlukan guna menentukan 
skala prioritas pada beberapa media dan segmentasi khalayak yang menjadi 
sasaran komunikasi politik PKS. 
Peranan strategi komunikasi politik PKS yang diterapkan pada 
pemilu legislatif 2009 terkesan kurang berdampak signifikan pada perolehan 
suara partai.Hal ini, banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti 
banyaknya money politik yang dilakukan oleh partai-partai lain dan 
kebijakan populis pemerintah seperti penurunan BBM dan BLT yang lebih 
menguntungkan partai demokrat.Sehingga suara partai Demokrat naik 300% 
pada pemilu 2009 dibanding pada pemilu 2004.Sedang partai politik besar 
lainnya cenderung menurun perolehan suaranya dan hanya PKS yang relatif 
naik sedikit. 
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C. Kerangka Berpikir 
Sebuah organisasi pasti memiliki komunikasi yang dijalankan untuk 
meraih suatu tujuan tertentu. Hal ini digambarkan dan dipraktekan dalam 
keberjalanan organisasi tersebut. Dalam penelitian ini, yang menjadi input 
atau sumber data adalah DPD PKS Kota Surakarta. Karena lembaga inilah 
yang menjalankan fungsi partai di daerah (Kota Surakarta).  
Kemudian untuk menggali data tersebut, menggunakan komunikasi 
politik dengan 3 pendekatan persuasif yaitu propaganda, periklanan dan 
retorika. Tiga teori ini yang akan menjadi dasar kegiatan partai dan 
pengambilan kesimpulan bagi peneliti. Hasil yang ingin dicapai peneliti 
adalah pembuktian implementasi komunikasi politik sehingga meningkatkan 
perolehan suara PKS Kota Surakarta pada pemilu Legislatif 2019.  
 
Gambar 2. Kerangka berpikir input, proses dan output (dok. Penulis, 2019) 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Waktu dan Tempat Penelitian 
Peneliti akan melakukan penelitian tentang strategi Dewan Pemimpin 
Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Dalam Meningkatkan 
Perolehan Suara  di Pemilu 2019 dengan mendatangi langsung lokasi Kantor 
Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera yang berada di Jalan 
Slamet Riyadi Nomor 534B Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. Kemudian, 
untuk waktu penelitian akan dilakukan secara insidental dengan rentang waktu 
setelah pemilihan umum 2019 antara bulan Oktober-November 2019. 
B. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian 
kualitatif dengan metode deskriptif. Lexy J. Moelong (2010:6) mendefinisikan 
penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, 
persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dengan cara mendeskripsikan ke 
dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah 
dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 
Sugiyono (2015:59) menyatakan penelitian kualitatif yang menjadi 
instrumen atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, 
peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti 
kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Dari 
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pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif deskripsi 
memfokuskan pada masalah yang didalami serta dapat menafsirkan dan 
membuat kesimpulan atas temuan tersebut dengan bantuan intrumen agar 
lebih valid dalam mengolah data yang diperoleh dari lapangan. 
Metode penelitian ini membantu peneliti dalam mengumpulkan 
informasi yang terkait dengan strategi komunikasi politik Dewan Pemimpin 
Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Dalam Meningkatkan 
Perolehan Suara  di Pemilu 2019.  
C. Sumber Data 
1. Data Primer 
Lofland dalam Moelang (2010:157) mendefinisikan bahwa sumber 
data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan 
merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati 
atau wawancara. Sebelum dilakukannya wawancara peneliti melakukan 
observasi literasi online maupun offline untuk mendapat informasi tentang 
subjek penelitian. Wujudnya berupa transkip wawancara, observasi dan 
dokumentasi. 
Peneliti menggunakan data ini untuk melakukan penelitian lebih 
lanjut, dan menghasilkan pengetahuan yang sebenarnya dari implementasi 
komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta pada Pemilu 
legislatif 2019, yang nantinya peneliti akan melakukan wawancara dengan 
Ketua DPD PKS Kota Surakarta (H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si) lalu Ketua 
tim badan pemenangan pemilu 2019 (H. Sugeng Riyanto, S.S) dan Kepala 
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bidang politik dan hukum DPD PKS Kota Surakarta (Didik Hermawan, 
S.Pd). 
2. Data Sekunder 
Data sekunder ini adalah data yang didapatkan dari sumber yang 
tidak langsung memberikan data kepada peneliti data, misalnya melalui 
orang lain maupun dokumen dari luar Partai Keadilan Sejahtera. Makna 
lain data sekunder  ialah data yang didapatklan dari berbagai sumber dari 
luar DPD Partai Keadilan Sejahtera, baik dari bacaan, pemberitaan, iklan, 
talkshow maupun dokumen-dokumen resmi  berkaitan dengan DPD Partai 
Keadilan Sejahtera. 
Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat 
penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui 
wawancara dengan pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera dan beberapa 
kader maupun anggota partai tersebut. 
D. Subjek dan Objek penelitian 
Pada penelitian Strategi Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera 
Kota Surakarta pada Pemilu legistalif 2019, Sebagai objek penelitian adalah 
bagaimana Strategi Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera Kota 
Surakarta pada Pemilu legistalif 2019 untuk meningkatkan perolehan suara 
partai. 
Kemudian subjek penelitian ialah pengurus Dewan Pemimpin Daerah 
Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta dan beberapa Kader maupun anggota 
dan partisipan partai tersebut. Peneliti akan melakukan observasi dan 
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wawancara dengan subjek tersebut untuk mendapatkan informasi yang 
berguna menambah kebenaran dari data yang didapat oleh peneliti 
sebelumnya. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian Strategi Komunikasi Politik Partai Keadilan 
Sejahtera Kota Surakarta pada Pemilu legistalif 2019. ini, peneliti berusaha 
untuk mengumpulkan data secara maksimal agar mendapatkan hasil data yang 
valid sehingga nanti ketika peneliti mengolag data tersebut tidak terjadi 
perselisihan yang berarti. Kemudian dalam penelitian ini peneliti menggunkan 
tiga unsur penelitian kualitatif deskriptif yaitu, wawancara, observasi dan 
dokumentasi. 
1. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 
itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 
mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 
pertanyaan tersebut dalam (Moleong, 2010:186) 
Dalam penelitian Strategi Komunikasi Politik Partai Keadilan 
Sejahtera Kota Surakarta pada Pemilu legistalif 2019 ini, nantinya 
peneliti akan wawancara dengan ketua DPD PKS Kota Surakarta (H. 
Abdul Ghofar Ismail, S.Si) lalu Ketua tim badan pemenangan pemilu 2019 
(H. Sugeng Riyanto, S.S) dan Kepala bidang politik dan hukum DPD PKS 
Kota Surakarta (Didik Hermawan, S.Pd). Menggunakan dua jenis 
wawancara. Pertama, wawancara terbuka yaitu wawancara dengan tidak 
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menyembunyikan suatu hal apapun tentang informasi data maupun terkait 
narasumber dan seluruh pertanyan diketahui oleh kedua belah pihak. 
Kedua, wawancara bebas atau tidak berstruktur. Ketika peneliti 
akan melakukan wawancara dengan narasumber, peneliti telah 
menyiapkan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Namun 
ketika proses wawancara berlangsung, tidak menutup kemungkinan akan 
muncul pertanyaan spontan di luar daftar yang telah disiapkan. Hal 
tersebut bias terjadi sesuai dengan suasana dan kondisi di lapangan. 
2. Observasi 
Observasi sering kita samakan dengan proses pengamatan 
langsung lokasi dengan memperhatikan sesuatu dengan seksama. Melalui 
observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku 
tersebut (Sugiyono, 2015:226). Metode observasi dalam penelitian ini 
adalah dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap 
fenomena yang diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi 
dengan cara mengamati tanpa terlibat langsung dalam kegiatan tersebut, 
artinya pengamatan dilakukan dengan cara independen. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
Biasanya dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan, foto, video, gambar dan 
dokumen (Sugiyono, 2015:240). Oleh karena itu, dalam penelitian 
dokumentasi ini diambil hanya yang terkait dengan Partai Keadilan 
Sejahtera . 
45 
 
 
 
F. Teknik Keabsahan Data 
Menurut Moleong (2010:324), kriteria keabsahan data ada empat 
macam yaitu (1) kepercayaan (kredibility), (2) keteralihan (tranferability), (3) 
kebergantungan (dependability), dan (4) kepastian (konfirmability). 
Dalam rangka mengecek keabsahan data yang didapat oleh peneliti 
dari berbagai sumber. Peneliti akan melakukannya dengan teknik Tranggulasi, 
yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 
sesuatu yang lain. Teknik Triangulasi yang digunakan ialah pemeriksaan 
melalui sumber.  
Moleong, (2007:330-332)  membedakan empat macam triangulasi 
sebagai teknik pemeriksaan, yaitu pemanfaatan penggunaan sumber, metode, 
penyidik dan teori. Teknik trianggulasi berguna untuk membandingkan data 
dari beberapa sumber. Kemudian menemukan kecocokan data tersebut, untuk 
menarik kesimpulan bahwa data ini benar dan bersifat mutlak pada waktu itu, 
karena seperti yang kita ketahui ilmu pengetahuan bersifat dinamis dan 
berkembang. Pasti hal tersebut akan mempengaruhi data di lapangan 
mengenai suatu objek dan subjek penelitian. 
G. Teknik Analisis Data 
Teknik kualitatif dalam menganalisis data kualitatif yang meliputi tiga 
data yaitu, data wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini 
proses analisis berlangsung sebelum peneliti ke lapangan, lalu selama di 
lapangan dan setelah penelti dari lapangan. Nasution  (dalam Sugiyono, 
2015:245), proses analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan 
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masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung hingga kesimpulan dari 
penelitian. 
Analisis data yang dilakukan peneliti yaitu proses mengumpulkan dan 
menyusun data yang telah diperolah dari kegiatan sebelumnya melalu 
wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai segala hal yang berkaitan 
dengan strategi komunikasi politik Dewan Pemimpin Daerah Partai Keadilan 
Sejahtera Kota Surakarta Dalam Meningkatkan Perolehan Suara  di pemilu 
2019. 
Dalam Sugiyono (2015:246-252), aktivitas dalam analisis data, yaitu 
pengumpulan data, reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) 
dan penarikan kesimpulan (conclusiondrawing verification). 
1. Reduksi Data (Data Reduction) 
Data-data   penelitian   yang   telah   terkumpul   selanjutnya   
direduksi. Mereduksi data    berarti    merangkum,    memilih    hal-hal    
yang    pokok, memfokuskan   pada   hal-hal  yang  penting,  dicari  tema  
dan  polanya. 
2. Penyajian data (Data Display) 
Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 
hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya” penyajian data 
nantinya akan menyesuaikan dengan data yang didapat di lapangan dari 
berbagai sumber. 
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3. Penarikan Kesimpulan (Conclusiondrawing Verification) 
Setelah melakukan tiga tahap di atas, pengumpulan data, direduksi, 
disajiakn  kemudian langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau 
verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan 
temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 
deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-
remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 
hubungan kausal atau interaktif. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Sajian Data 
1. Gambaran umum DPD PKS Kota Surakarta 
Sejak awal pendirian Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 20 
April 2002, partai ini telah berhasil melakukan pengembangan struktural 
partai secara vertikal dengan terbentuknya jaringan sebanyak 30 DPW, 
366 DPD, dan 2475 DPC. Dalam Anggaran Dasar partai BAB IV Pasal 8 
tentang Struktur Organisasi, di tingkat nasional/pusat struktur organisasi 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebagai berikut : 
a. Majelis Syuro 
b. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat 
c. Majelis Pertimbangan Pusat 
d. Dewan Pengurus Pusat 
e. Dewsan Syari’ah Pusat 
  Struktur pelaksana harian diserahkan kepada Dewan Pengurus 
Pusat (DPP) dengan skup nasional sampai tingkat kelurahan, yang 
meliputi: 
a. DPP (Pengurus harian setingkat nasional) 
b. DPW (Pengurus harian setingkat propinsi) 
c. DPD (Pengurus harian setingkat kotamadya atau kabupaten) 
d. DPC (Pengurus harian setingkat kecamatan) 
e. DPRa (Pengurus harian setingkat kelurahan) 
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2. Sekretariat 
Dewan pengurus daerah (DPD) partai keadilan sejahtera (PKS) 
beralamatkan di Jalan Slamet Riyadi nomor 534B Kelurahan Jajar 
Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, Telepon +62 271 711453 
Email:pksejahtera_solo@yahoo.co.id website http://solo.pks.id/ 
 
Gambar 3. Kantor DPD PKS Kota Surakarta (Dok. Penulis, 2019) 
3. Struktur Kepengurusan DPD PKS Kota Surakarta 
 Struktur kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Pengurus 
Daerah (DPD) Kota Surakarta, tersusun sebagai berikut: 
a. Ketua Umum 
b. Sekretaris Umum 
c. Bendahara Umum 
d. Ketua Bidang Pelajar dan Mahasiswa 
e. Ketua Bidang Kewanitaan 
f. Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat 
g. Ketua Bidang Ekuintek 
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h. Ketua Politik, Hukum, dan Pemerintahan 
i. Ketua Pembinaan Kader 
j. Ketua Badan Kehumasan 
k. Ketua Pemenangan Pemilu 
4. Visi dan misi 
a. Visi 
 “Terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan 
bermartabat” 
  Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan 
maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang 
ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan 
demokratis; dan bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara. 
Pengertian genuin dari masyarakat madani itu perlu dipadukan dengan 
konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang merealisasikan 
Ukhuwwah Islamiyyah (ikatan keIslaman), Ukhuwwah Wathaniyyah 
(ikatan kebangsaan) dan Ukhuwwah Basyariyyah (ikatan kemanusiaan), 
dalam bingkai NKRI 
b. Misi 
1) Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan 
birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap 
penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem 
ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap 
lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Menumbuhkan 
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kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan 
membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam 
seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang 
memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas. 
Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan 
memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-
penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan 
memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk membangun 
birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan hukum 
yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari 
perilaku bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan 
pemberdayaan industry pertahanan nasional. Mengembangkan 
otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat 
keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga 
kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Menegaskan 
kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas 
kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, 
saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan 
terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia 
demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut 
kemerdekaannya. 
2) Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan 
meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi 
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pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan 
pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui langkah-
langkah utama berupa pelipatgandaan produktifitas sektor 
pertanian, kehutanan, dan kelautan; peningkatan dayasaing 
industri nasional dgn pendalaman struktur & upgrading 
kemampuan teknologi; dan pembangunan sektor-sektor yang 
menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis resources & 
knowledge. Semua itu dilaksanakan di atas landasan (filosofi) 
ekonomi egaliter yang akan menjamin kesetaraan atau valuasi 
yang sederajat antara (pemilik) modal dan (pelaku) usaha, dan 
menjamin pembatasan tindakan spekulasi, monopoli, dan segala 
bentuk kriminalitas ekonomi yang dilakukan oleh penguasa modal 
dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya 
kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha. 
3) Menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan 
kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, 
komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang 
berdaya saing tinggi serta guru yang professional dan sejahtera. 
Menuju sehat paripurna untuk semua kelompok warga, dengan 
visi sehat badan, mental spiritual, dan sosial sehingga dapat 
beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan 
negara; dengan cara mengoptimalkan anggaran kesehatan dan 
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seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan 
berkualitas. Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis 
dan relijius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter 
bangsa yang tangguh, disiplin kuat, etos kerja kokoh, serta daya 
inovasi dan kreativitas tinggi. Terciptanya masyarakat sejahtera, 
melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat mewadahi dan 
membantu proses pembangunan berkelanjutan. 
5. Program kerja prioritas PKS 
Berikut 14 program prioritas PKS dalam lima tahun ke depan: 
a. Mengokohkan peran kaderisasi bagi pengokohan karakter Bersih, 
Peduli dan Profesional. 
b. Mewujudkan Tata Kelola Partai yang Transparan, Akuntabel dan 
Partisipatif khususnya dalam pengelolaan keuangan, organisasi dan 
administrasi. 
c. Menata dan mengokohkan peran pejabat publik partai sebagai 
pelayan, pemberdaya dan pembela umat dan rakyat bagi 
terwujudnya reputasi partai dakwah yang Bersih, Peduli dan 
Profesional. 
d. Mengokohkan Peran Kepanduan dan Barisan Tanggap Bencana 
PKS untuk siap dan selalu waspada dalam melayani rakyat saat 
bencana dan keadaan darurat wilayah/daerah. 
e. Menggulirkan program Pilot Project 1000 pengusaha Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengokohkan ekonomi umat. 
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f. Memperkuat dan mengadvokasi peran pekerja, petani dan nelayan 
sebagai modal ekonomi, sosial dan politik bangsa. 
g. Mengokohkan peran sosial partai melalui Pusat Khidmat PKS, 
Rumah Aspirasi hingga Rumah Keluarga Indonesia yang melayani 
dan mengadvokasi rakyat. 
h. Mengokohkan peran partai sebagai jembatan ukhuwah umat bagi 
terwujudnya Islam moderat dan modern yang mengokohkan 
kontribusi Islam sebagai rahmatan lil álamin. 
i. Mendorong pelaku seni budaya untuk menghadirkan produk seni 
dan budaya yang menginspirasi, mencerdaskan dan membangun 
mental tangguh bangsa. 
j. Menggulirkan Nilai-Nilai Ketahanan Keluarga (family 
mainstreaming) baik secara struktural (perundang-undangan) 
maupun kultural (bersama seluruh elemen masyarakat) 
mengantisipasi perkembangan yang kian mengkhawatirkan. 
k. Memperjuangkan paket Undang-Undang yang mengokohkan 
Transformasi Struktural Perekomomian Indonesia yang memastikan 
pertumbuhan ekomomi berkualitas dan menurunkan rasio gini. 
l. Mengusulkan Paket Undang-Undang yang menghadirkan demokrasi 
substansial yang mudah, murah dan menjamin mandat rakyat 
terlaksana: proporsional tertutup, pembatasan dana kampanye, 
kampanye yang terbatas dan mengedepankan edukasi politik publik 
dengan menekan praktek politik uang. 
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m. Mengadvokasi desa agar berdaya, mandiri dan kuat secara sosial 
serta memiliki kekuatan religius melalui peran Para Pemuda dan 
Perempuan Pelopor Desa. 
n. Mengokohkan peran Koalisi Merah Putih (KMP) guna 
menghadirkan lembaga legislatif di pusat dan daerah yang bersih 
dan produktif sebagai penyambung suara rakyat. 
6. Temuan dan Fakta Komunikasi Politik PKS Kota Surakarta 
 Berikut ini ialah beberapa temuan fakta yang dilakukan oleh PKS 
Kota Surakarta ketika masa kampanye pemilu legislatif 2019 di Kota 
Surakarta. Kegiatan-kegiatan kampanye dilakukan dengan 
mempertimbangkan bagaimana kondisi dari masyarakat sebagai pemilih. 
Guna menentukan langkah komunikasi yang akan digunakan untuk 
berkampanye untuk menarik simpati pemilih. 
a. Fleksibilitas 
“Nggak, Kalau di Solo kita ada fleksibilitas, dalam arti solo 
ini basisnya Jokowi. Jika kita mengkampanyekan tersebut secara 
sporadis justru kontraproduktif, jadi saya lebih pada fleksibilitas 
lapangan, ketika yang saya jumpai adalah masa-masa yang afiliatif 
pilpresnya ke Jokowi, tapi pilegnya ke H. Sugeng Riyanto, S.S gitu. 
Jadi ada kesepahaman dengan pemilih, kita coba pisahkan antara 
kecenderungan pemilih yang sudah fanatik dengan Jokowi itu, untuk 
tetap presiden Jokowi tapi pemilu legislatif memilih PKS. Tapi kalau 
saya hadapi adalah mereka-mereka yang tidak ada fanatisme ke 
Jokowi, saya bisa menyampaikan kampanye itu 
(#2019GantiPresiden).  Fleksibel lah kita kalau di lapangan, bahkan 
cenderung memberikan kebebasan kepada pemilih (Ketua tim badan 
pemenangan pemilu 2019 H. Sugeng Riyanto, S.S).” 
b. Menyerap aspirasi masyarakat 
“Iklan SIM seumur hidup adalah program nasional. PKS 
yang ingin diwujudkan pada masyarakat karena itu juga 
memudahkan kepada masyarakat. sehingga kita pun di daerah juga 
56 
 
 
 
membawa isu-isu itu, pengaruhnya seperti apa, kita tidak terlalu 
tahu, tapi paling tidak masyarakat banyak merespon positif ya Untuk 
SIM seumur hidup itu. pasti ada simpati dari masyarakat, karena kan 
kita melihat masyarakat ini kan mendapat kesulitan mengurus SIM. 
Harus diperpanjang setiap lima tahun sekali, kita ingin masyarakat 
mendapatkan kemudahan dengan sim seumur hidup dan 
penghapusan pajak sepeda motor.” (kepala bidang politik dan hukum 
Didik Hermawan, S.Pd.) 
 
 
Gambar 4. Anggota DPRD Kota Surakarta fraksi PKS  
mendatangi bangunan TK ambruk di Jebres 
 
c. Segmentasi pemilih 
  “karena pemilu legislatif bersamaan dengan pemilu presiden, itu 
menyatu ya, sehingga kita kemarin lebih banyak menjaring massa, 
yang memilih PKS itu beririsan dengan pemilih bukan Jokowi pasti. 
karena kita kampanyenya memang ganti presiden, sebab kita melihat 
persoalan persoalan mendasar yang tidak bisa diatasi oleh rezim 
sebelumnya, maka kita perlu mengganti presiden. di tingkat pemilih 
itu ya beririsan walaupun, tentu tidak semua pemilih PKS itu adalah 
pemilih bukan Jokowi, ada juga pemilih Jokowi yang memilih dengan 
PKS, karena terkait dengan kedekatan individu dengan caleg yang 
bersangkutan. Gapapa dia pilih presidennya Jokowi, namun untuk 
pilihan calegnya tetap saya.” (kepala bidang politik dan hukum 
Didik Hermawan, S.Pd.) 
 
d. Memanfaatkan momentum 
Sebenarnya tabligh akbar umat Islam itu kemunculan 
permukaannya, akarnya sebenarnya adalah adanya kesadaran di 
kalangan umat Islam, untuk lebih mengedepankan politik Islam. 
Kemudian politik yang berkembang kemarin, polarisasinya kan jelas 
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banget, Jokowi lebih ke arah nasionalis dan Prabowo lebih 
mengangkat isu-isu keumatan kan begitu. Maka nggak bisa dibilang 
antara Apa yang dilakukan oleh tabligh akbar itu, dengan isu besar 
pilpres. saya atau PKS dalam hal ini sebagai partai Islam, cukup 
diuntungkan dengan adanya kesadaran yang masif di kalangan umat 
Islam, untuk berafiliasi kepada politik Islam. Seperti partai Islam, 
capres yang diusung oleh partai Islam, caleg yang diusung oleh 
partai Islam, jadi berimplikasi ke situ. Simbol gerakan 212 itu secara 
nasional memberikan Efek positif ke PKS, basis akarnya  adalah 
kesadaran publik muslim tentang politik Islam. (Ketua tim badan 
pemenangan pemilu 2019 H. Sugeng Riyanto, S.S) 
 
Gambar 5 . Tabligh akbar PA 212 di Solo 
e. Isu jenius 
Problem utama PKS adalah PKS ini tidak punya capres 
cawapres dari Gerindra semua.  PKS hanya sebatas partai 
pengusung saja. Maka itu kaitanya bahwa capres ini akan sangat 
berpengaruh terhadap perolehan suara Pileg partai pemiliknya. 
capres Jokowi berasal dari partai PDIP, maka pada pemilu nama 
Jokowi akan mengangkat tingkat elektabilitas Partai PDI. Sedangkan 
Prabowo hanya akan mengangkat elektabilitas dari partai Gerindra 
dan PKS tidak kesebut di situ. Jadi mau tidak mau PKS harus 
membangun Isu genius. kita tawarkan SIM gratis seumur hidup, 
kemudian pajak kendaraan bermotor gratis. Hal ini merupakan isu 
yang memang menjadi tawaran PKS kepada publik pemilih di 
Indonesia, bahwa jika PKS menang maka akan mendorong dan akan 
pastikan hal ini menjadi satu regulasi. Dan itu mencuri perhatian 
publik, masyarakat respon pro kontra apa segala macem wajar, tapi 
yang mengapresiasi juga banyak. Kita di lapangan di dapil ya di 
bawah itu kan juga ada imbasnya, ikut membantu menjelaskan itu 
dan meyakinkan kepada publik pemilih, bawah ini bukan satu yang 
mustahil asalkan didukung oleh masyarakat. jadi itu lebih bahwa 
PKS itu nggak punya capres, maka PKS harus punya isu genius 
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sendiri yang orang akan melihat bukan Prabowo nya tapi PKSnya. 
(Ketua tim badan pemenangan pemilu 2019 H. Sugeng Riyanto, S.S) 
 
Gambar 6. Kampanye PKS Kota Surakarta di jalanan 
f. Optimalisasi kader/penggerak 
Saya agak anti marketing dalam konteks ini, Jadi mungkin 
kalau kemarin pas masa pileg, keliling di dapil saya, akan sangat 
sulit menemukan gambar saya, karena saya tidak membuat spanduk 
besar, 0 Rp anggaran saya untuk spanduk. Saya membuat spanduk 
tapi atas permintaan warga, jadi misalnya dia punya warung, tutup 
warung itu sudah rusak, dan dia meminta kepada saya untuk 
dibuatkan spanduk dengan gambar saya. Karena saya memandang 
memasang spanduk besar di setiap perempatan jalan, nggak ada 
korelasinya sama tingkat keterpilihan. maka saya lebih melayani 
temen jejaring atau mereka-mereka yang sudah klik sama saya, untuk 
spandukisasi usaha dia. Dan itu nggak banyak, nggak sampai 20. 
saya lebih banyak promosi lewat medsos Facebook dengan 
kampanye secara tidak frontal. jadi saya sudah meyakini bahwa pileg 
itu adalah saya dan jejaring saya dan pemilih saya, hubungannya itu. 
kalau iklan terus pamflet spanduk dan apa segala macam itu bumbu-
bumbu saja, jadi saya nggak fokus ke situ. saya lebih fokus misalnya 
daripada saya membuat 100 baliho, mending anggaran 100 baliho 
Saya kasihkan ke penggerak saya, "nyambut gawe o tenanan" dia 
akan kerja di lapangan mencari pemilih saya. (Ketua tim badan 
pemenangan pemilu 2019 H. Sugeng Riyanto, S.S) 
g. Membangun kedekatan 
Tidak, soal masalah-masalah seperti (pemerintahan 
sekarang) itu menjadi nomor 2, nomor 1 adalah saya dan tim 
penggerak membangun kedekatan dengan pemilih.  karena dengan 
kedekatan atau persaudaraan ini, pemilih mau dibawa kemana aja 
Bisa kok. Ketika sudah dekat dengan pemilih maka baru dikenalkan 
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dengan caleg, dikenalkan dengan problem yang ada di kota. Bicara 
tentang tingkat keterpilihan adalah ketika kita bisa mengkondisikan 
orang-orang yang menjadi penggerak kita, bisa mengkondisikan 
orang-orang dekat dengannya untuk memilih saya. (Ketua tim badan 
pemenangan pemilu 2019 H. Sugeng Riyanto, S.S) 
“Saya sendiri lebih mengandalkan hubungan yang sudah 
terjalin selama ini, bahkan sebelum menjadi caleg. Hubungan 
pertemanan, saudara lalu sama-sama pengurus masjid, tetangga dan 
sebagainya. Saya banyak mengandalkan jaringan seperti itu. Intinya 
saya tidak masuk di komunitas yang asing bagi saya. Karena dengan 
begitu tidak memerlukan biaya yang banyak. Saya pribadi sebagai 
caleg lebih cenderung, melebarkan jangkauan yang belum menjadi 
simpatisan PKS, tapi mempunyai hubungan pribadi dengan saya. 
Seperti teman masa sekolah. Walaupun dulu mereka bukan pemilih 
PKS namun karena ada kedekatan itu dengan saya, mereka bersama 
keluarganya tidak jarang kemudian memilih caleg PKS.” (Ketua 
DPD PKS Solo H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si Ismail) 
 
Gambar 7. PKS Silaturahim ke Ponpes Attauhidiyyah Giren 
h. Visi besar partai 
“Isu besarnya jelas Kita sejak dulu, mengusung tagline yaitu 
bersih peduli profesional. bersih dalam artian kita menunjukkan 
kepada masyarakat bahwa PKS ini layak dipercaya, karena kita 
memang paling minim ya bukan tidak ada, tapi paling minim politisi-
politisi kita yang terlibat atau pun terkena urusan dengan aparat 
penegak hukum. kemudian peduli kita terkait bagaimana kita 
memberikan advokasi kepada masyarakat terkait kepentingan 
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kepentingan mereka. Profesional adalah bagaimana kita 
bertanggung jawab terhadap amanah yang dibebankan masyarakat 
kepada kita.” (kepala bidang politik dan hukum Didik Hermawan, 
S.Pd.) 
 
i. Sarana rekrutmen politik 
"Kita ada istilah TOP yaitu training orientasi partai, kadang 
kita buka secara umum TOP tersebut di beberapa daerah. Seperti di 
Solo pada awal November kemarin kita buka pendaftaran. Ada juga 
kadang yang pengen daftar, langsung mendatangi kantor atau ke 
individu. kadang juga lewat pengajian-pengajian kita. Jalur lainnya 
yaitu awalnya dari menjadi saksi pemilu kemudian menjadi 
penggerak PKS, itu kemudian akhirnya mereka meningkat Dari 
Sekedar saksi atau penggerakannya lalu menjadi kader." (Ketua 
DPD PKS Solo H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si Ismail) 
 
Gambar 8. Musyawarah pengurus cabang PKS Kecamatan Jebres 
B. Analisis dan pembahasan 
Berikut ini akan membahas dan menganalisis hasil penelitian dari 
pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Baik dari hasil 
wawancara maupun hasil observasi yang dilakukan penulis di DPD PKS Kota 
Surakarta. Berdasarkan judul dan rumusan masalah di atas maka pengumpulan 
data dilakukan terhadap orang yang secara langsung terlibat dan berkompeten 
di bagian tersebut, dengan responden penelitian diantaranya  : 
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1. Kepala DPD PKS Kota Surakarta 
2. Kepala Bidang Politik dan Hukum 
3. Ketua tim badan pemenangan pemilu 2019 
Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk mendapatkan 
jawaban dari permasalahan yang ada, kemudian menyimpulkan hasilnya. 
Terdapat tiga pendekatan Persuasif politik antara lain, propaganda, perikanan 
dan retorika. Ketiganya memiliki persamaan yaitu memiliki tujuan, disengaja 
dan untuk mempengaruhi  komunikan. Kemudian perbedaan dari ketiganya 
terdapat pada orientasi pendekatan komunikan, perorangan atau kelompok, 
pemikiran yang berbeda antara masyarakat dan masing-masing berbeda cara 
merumuskan permasalahnnya. 
1. Propaganda  
Propaganda merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh 
partai politik untuk mempengaruhi khalayak ramai yaitu masyarakat, 
dengan harapan mereka dapat mempengaruhi pikiran masyarakat 
menuju keinginan mereka. Dalam hal ini, yang dilakukan oleh Partai 
Keadilan Sejahtera secara lingkup nasional, dengan menghembuskan 
suatu isu #2019GantiPresiden. Pertama kali tagar ini muncul di media 
social Twitter. Seorang politikus Partai Keadilan Sejahtera Mardani 
Ali Sera mencetuskan sebuah tagar di akun media sosial yaitu 
#2019GantiPresiden.  
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Gambar 9. Kampanye #2019GantiPresiden (sumber  Tirto.id 
24 Agustus 2018) 
Tagar ini pertama kali muncul pada awal tahun 2018 yang 
dicuitkan oleh Mardani melalui akun media sosial twitternya yang 
berhasil mnembus 110.000 ribu mention untuk #2019GantiPresiden. 
Ia menyebutkan bahwa tagar ini merupakan strategi perlawanan dari 
kampanye Joko Widodo di media sosial. Sejumlah kegiatan massal 
yang melibatkan banyak masyarakat diluncurkan. Termasuk ajakan 
untuk turun ke jalan dengan menggunakan atribut 
#2019GantiPresiden berupa kaos dan semacamnya. 
Pada tanggal 6 mei 2018 ribuan relawan melakukan deklarasi 
di depan pagar pintu barat daya lapangan Monas, Jakarta Pusat. 
Acara deklarasi relawan #2019GantiPresiden dipimpin langsung oleh 
politikus Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera. Acara ini 
merupakan bagian dari rencana menyuarakan untuk mengganti 
presiden Indonesia pada pemilu presiden 2019. Para  pendukung 
tidak mau Presiden Joko Widodo memerintah selama dua periode.  
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Pada pemilu tahun 2014 PKS tidak terlalu menjadi promotor 
dari tim sukses Prabowo-Hatta pada waktu itu, mereka tidak 
menggunakan propaganda berskala nasional yang cerdas seperti ini, 
waktu itu PKS hanya mengandalkan isu-isu yang menjatuhkan 
kepribadian seorang Joko Widodo, seperti Jokowi antek Cina, 
keturunan PKI dan lain sebagainya. Mungkin perbedaan inilah yang 
dimungkinkan menjadi penyebab perolahan suara antara pemilu 2014 
(6,79%) dan pemilu 2019 (8,21%) cukup signifikan. 
Lalu apakah isu propaganda ini dilakukan juga di wilayah 
Surakarta, dalam hal ini ialah DPD PKS Kota Surakarta, berikut 
penuturan dari Ketua tim badan pemenangan pemilu 2019 H. Sugeng 
Riyanto, S.S. 
Nggak, Kalau di Solo kita ada fleksibilitas, dalam arti solo ini 
basisnya Jokowi. Jika kita mengkampanyekan tersebut secara 
sporadis justru kontraproduktif, jadi saya lebih pada fleksibilitas 
lapangan, ketika yang saya jumpai adalah masa-masa yang afiliatif 
pilpresnya ke Jokowi, tapi pilegnya ke H. Sugeng Riyanto, S.S gitu. 
Jadi ada kesepahaman dengan pemilih, kita coba pisahkan antara 
kecenderungan pemilih yang sudah fanatik dengan Jokowi itu, untuk 
tetap presiden Jokowi tapi pemilu legislatif memilih PKS. Tapi kalau 
saya hadapi adalah mereka-mereka yang tidak ada fanatisme ke 
Jokowi, saya bisa menyampaikan kampanye itu 
(#2019GantiPresiden).  Fleksibel lah kita kalau di lapangan, bahkan 
cenderung memberikan kebebasan kepada pemilih (Ketua tim badan 
pemenangan pemilu 2019 H. Sugeng Riyanto, S.S). 
 
Ternyata perlakukan berbeda dilakukan oleh salah satu caleg 
dari Partai Keadilan sejahtera tersebut. Ia berlaga di Dapil 5 
Kecamatan Jebres dan berhasil memperoleh suara  sebanyak 5.772. ia 
menyataka bahwa strategi propaganda seperti #2019GantiPresiden 
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tidak dapat digunakan di daerah pilihannya yaitu di Kecamatan 
Jebres. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan masyarakat di situ 
merupakan pendukung dari Joko widodo. Kemudian untuk mensiasati 
hal tersebut, ia memnyerahkan sepenuhnya pilihan masyarakat untuk 
memilih presiden Joko Widodo, namun untuk pilihan legislatifnya 
memlih H. Sugeng Riyanto, S.S. 
 
Gambar 5. H. Sugeng Riyanto, S.S bersama H. Abdul Ghofar 
Ismail, S.Si Pemberian bantuan kepada warga (Fb H. Sugeng 
Riyanto, S.S) 
Senada dengan narasumber pertama, bahwa memang pemilu 
serentak antara pemilu presiden dan legislatif ini memunculkan 
banyak situasi yang tidak diduga. Segala hal berkaitan satu sama lain 
antara pilihan presiden dan legislatif. Ketertarikan pemilih pada sosok 
calon presiden sangatkan kuat, kadang menimbulkan opini bahwa 
pilihan legislatifnya akan cenderung memilih calon anggota dewan 
yang berasal dari partai yang sama. Didik Hermawan, S.Pd. Kepala 
Bidang Politik dan Hukum DPD PKS Kota Surakarta menuturkan. 
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“karena pemilu legislatif bersamaan dengan pemilu presiden, 
itu menyatu ya, sehingga kita kemarin lebih banyak menjaring massa, 
yang memilih PKS itu beririsan dengan pemilih bukan Jokowi pasti. 
karena kita kampanyenya memang ganti presiden, sebab kita melihat 
persoalan persoalan mendasar yang tidak bisa diatasi oleh rezim 
sebelumnya, maka kita perlu mengganti presiden. 
di tingkat pemilih itu ya beririsan walaupun, tentu tidak 
semua pemilih PKS itu adalah pemilih bukan Jokowi, ada juga 
pemilih Jokowi yang memilih dengan PKS, karena terkait dengan 
kedekatan individu dengan caleg yang bersangkutan. Gapapa dia 
pilih presidennya Jokowi, namun untuk pilihan calegnya tetap saya.” 
(kepala bidang politik dan hukum Didik Hermawan, S.Pd.) 
Kemudian muncul suatu gerakan di kota bengawan, yang 
diinisiasi oleh gerakan umat Islam soloraya yang bertajuk tabligh 
akbar. Kegiatan tersebut dihadiri oleh ribuan umat Islam di wilayah 
soloraya. Namun sayangnya kegiatan ini disinyalir bermuatan politik 
dan cenderung mendukung salah satu pasangan calon pesiden, yaitu 
Prabowo-Sandi. Dalam tabligh akbar tersebut mengundang beberapa 
tokoh untuk menyampaikan materi kajian, salah satunya ialah Ustad 
Slamet Ma’arif yang notabene merupakan ketua persaudaraan alumni 
212. Bahkan Ustad Slamet Ma’arif dilaporkan oleh Badan Pengawas 
Pemilu (Bawaslu) ke Polresta Surakarta terkait dugaan tindak pidana 
pemilu dalam kegiatan tabligh akbar tersebut. 
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Gambar 6. Tabligh Akbar PA 212 Di Jalan Slamet Riyadi, 
Solo (sumber Nasional tempo 11 Februari 2019) 
Melihat hal ini bagaimana DPD PKS Kota Surakarta 
menyikapi hal tersebut, karena kejadian berada dalam wilayah 
Surakarta, apakah ini juga merupakan strategi kampanye DPD PKS 
Surakarta. 
Sebenarnya tabligh akbar umat Islam itu kemunculan 
permukaannya, akarnya sebenarnya adalah adanya kesadaran di 
kalangan umat Islam, untuk lebih mengedepankan politik Islam. 
Kemudian politik yang berkembang kemarin, polarisasinya kan jelas 
banget, Jokowi lebih ke arah nasionalis dan Prabowo lebih 
mengangkat isu-isu keumatan kan begitu. Maka nggak bisa dibilang 
antara Apa yang dilakukan oleh tabligh akbar itu, dengan isu besar 
pilpres. saya atau PKS dalam hal ini sebagai partai Islam, cukup 
diuntungkan dengan adanya kesadaran yang masif di kalangan umat 
Islam, untuk berafiliasi kepada politik Islam. Seperti partai Islam, 
capres yang diusung oleh partai Islam, caleg yang diusung oleh 
partai Islam, jadi berimplikasi ke situ. Simbol gerakan 212 itu secara 
nasional memberikan Efek positif ke PKS, basis akarnya  adalah 
kesadaran publik muslim tentang politik Islam. (Ketua tim badan 
pemenangan pemilu 2019 H. Sugeng Riyanto, S.S) 
 
Adanya Kesadaran di kalangan umat Islam, untuk lebih 
mengedepankan politik Islam menjadi salah satu sebab banyak 
bermunculan aksi atau kegiatan akbar untuk menyuarakan keinginan 
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memiliki pemimpin yang mendengarkan suara umat Islam. Hal ini 
dianggap sebagai suatu tindakan yang condong mendukung salah satu 
calon presiden tertentu. Memang polarisasi yang berkembang antara 
dua kandidat presiden jelas terlihat, bahwa pihak Jokowi lebih ke 
arah nasionalis dan Prabowo lebih mengangkat isu-isu keumatan 
Islam. 
Di Kota Surakarta sendiri memang menjadi basis masa umat 
Islam yang besar, banyak organisasi keIslaman yang ada di kota 
bengawan. Sehingga ketika kemarin ada kegiatan bertajuk tabligh 
akbar, ribuan umat Islam berbondong-bondong datang untuk ikut 
berpartisipasi. Seperti yang diungkapkan oleh H. Sugeng Riyanto, 
S.S bahwa hal ini tentu menguntungkan pihak pengusung calon 
presiden 02. Walaupun isunya adalah pemilihan presiden namun 
tentu saja partai pengusung akan banyak merasakan dampaknya, baik 
itu positif maupun negatif. Meski DPD PKS Kota Surakarta tidak 
secara langsung terlibat dalam kegiatan tersebut namun mereka 
merasakan efek positif dengan masifnya kesadaran umat Islam untuk 
berafiliasi terhadap politik Islam. 
2. Periklanan  
Dan Nimmo (2000) membuat tipe periklanan menjadi 
komersial dan non komersial. Periklanan komersial meliputi 
periklanan konsumen untuk menjual produk dan jasa, tipe ini lebih 
ditujukan kepada perusahan atau industri untuk memperoleh profit 
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materi. Kemudian periklanan nonkomersial dilaksanakan oleh 
kelompok-kelompok masyarakat, pemerintah, partai politik, dan 
kandidat politik. 
Menurut Dan nimmo fokus dari periklanan ialah kepada siapa 
dan dengan akibat apa yang akan ditimbulkan. Beberapa pengiklan 
politik harus mempertimbangkan motivasi masyarakat dan apa 
karakteristik kepribadian dan sosial masyarakat. Sementara itu, 
dengan akibat apa lebih cenderung memfokuskan pada bagaimana 
komunikasi persuasif, melibatkan orang-orang dalam menciptakan 
kembali citra mereka tentang politik. Oleh sebab itu setiap instansi 
yang menghendaki promosi kepada masyarakat, harus 
mempertimbangkan banyak hal agar iklan tersebut tepat sasaran dan 
sesuai dengan harapan. 
Partai Keadilan Sejahtera sendiri menggunakan banyak sekali 
iklan dalam kampanyenya. Iklan melalui berbagai media elektronik 
telah dilakukan, termasuk masif dilakukan dengan menggunakan 
media sosial. Salah satu iklan yang sangat kontroversial dan menarik 
perhatiaan masyarakat umum adalah iklan tentang janji kampanye,  
yaitu jika PKS menang pemilu maka akan memberlakukan surat ijin 
mengemudi atau SIM seumur hidup dan akan menghapus pajak 
motor. Iklannya berupa poster dan pamflet bertuliskan “Yuk Coblos 
caleg PKS ! pajak motor dihapus dan sim berlaku seumur hidup”. 
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Gambar 7. Salah satu iklan Pajak Motor Dihapus dan Sim 
Seumur hidup (sumber Fb Pks Kota Solo) 
Tawaran janji kampanye ini tampak dalam banyak alat peraga 
kampanye yang dipasang oleh calon anggota legislatif maupun partai 
politik. Iklan ini tentu bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat 
yang mungkin selama ini mengalami kegelisahan yang sama, tentang 
biaya pajak dan sim yang dirasa oleh masyarakat kelas bawah cukup 
memusingkan. Banyaknya kebutuhan hidup yang harus ditanggung 
oleh masyarakat membuat iklan ini menjadi daya pikat tersendiri bagi 
masyarakat. 
Iklan ini banyak menuai kritikan, bahkan dari masyarakat 
sendiri yang padahal janji ini untuk meringankan beban hidup 
mereka. Bahkan protes dilayangan dari pihak kepolisian, dilansir dari 
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media online nasional.tempo, yang ditulis oleh Devina Halim pada 
23/11/208. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes 
Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menanyakan dasar kajian 
wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan memperjuangkan 
Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda 
Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup jika menang dalam 
Pemilu 2019. Karena kalau dihapus, menyangkut masalah perubahan 
regulasi jadi harus ada kajian secara komprehensif. 
Walaupun banyaknya kritikan dari masyarakat dan lembaga 
terkait dengan janji kampanye yang dianggap tidak masuk akal 
tersebut, iklan ini telah berhasil menyedot animo masyarakat untuk 
sejenak memperhatikan Partai Keadilan Sejahtera.Iklan ini dianggap 
berhasil dari segi pengenalan partai kepada masyarakat, namun juga 
cukup berimbas pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai 
ini untuk mewujudkan janji kampanya tersebut. 
Lalu bagaimana sebenarnya makna atau tujuan dari strategi 
iklan Partai Keadilan Sejahtera dalam mempromosikan partai 
politiknya agar dapat menyentuh hati masyarakat luas.  
Problem utama PKS adalah PKS ini tidak punya capres 
cawapres dari Gerindra semua.  PKS hanya sebatas partai 
pengusung saja. Maka itu kaitanya bahwa capres ini akan sangat 
berpengaruh terhadap perolehan suara Pileg partai pemiliknya. 
capres Jokowi berasal dari partai PDIP, maka pada pemilu nama 
Jokowi akan mengangkat tingkat elektabilitas Partai PDI. Sedangkan 
Prabowo hanya akan mengangkat elektabilitas dari partai Gerindra 
dan PKS tidak kesebut di situ. Jadi mau tidak mau PKS harus 
membangun Isu genius. kita tawarkan SIM gratis seumur hidup, 
kemudian pajak kendaraan bermotor gratis. Hal ini merupakan isu 
71 
 
 
 
yang memang menjadi tawaran PKS kepada publik pemilih di 
Indonesia, bahwa jika PKS menang maka akan mendorong dan akan 
pastikan hal ini menjadi satu regulasi. Dan itu mencuri perhatian 
publik, masyarakat respon pro kontra apa segala macem wajar, tapi 
yang mengapresiasi juga banyak. Kita di lapangan di dapil ya di 
bawah itu kan juga ada imbasnya, ikut membantu menjelaskan itu 
dan meyakinkan kepada publik pemilih, bawah ini bukan satu yang 
mustahil asalkan didukung oleh masyarakat. jadi itu lebih bahwa 
PKS itu nggak punya capres, maka PKS harus punya isu genius 
sendiri yang orang akan melihat bukan Prabowo nya tapi PKSnya. 
(Ketua tim badan pemenangan pemilu 2019 H. Sugeng Riyanto, S.S) 
 
Iklan partai politik bisa disebut berhasil jika mampu 
mempengaruhi konsumen, yang dalam hal ini adalah masyarakat 
pemilih di Pemilu. PKS sadar betul bahwa mereka tidak punya 
kekuatan publik figur yang mampu meningkatkan citra partai. 
Walaupun mereka mengusung calon presiden Prabowo yang 
mempunyai elektabilitas hampir mengimbangi Jokowi, namun 
Prabowo bukan berasal dari partai PKS.  Sehingga akan sangat jarang 
sekali bahwa PKS turut disebut dalam setiap isu Prabowo, walaupun 
mereka salah satu partai pengusung. Karena hal itulah PKS 
memerlukan suatu solusi agar dapat menaikkan citra partai secara 
mandiri tanpa bergantung pada nama besar Prabowo. Salah satu 
caranya melalui iklan non komersial untuk mempromosikan nama 
PKS di masyarakat. Menggunakan iklan yang kontroversial akan 
menimbulkan polemik di masyarakat, antara pro dan kontra dengan 
iklan tersebut. Bagi PKS iklan sim seumur hidup dan penghapusan 
pajak sepeda motor adalah suatu isu genius, untuk memberikan 
kesempatan partai menjelaskan kepada masyarakat secara langsung.  
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Adanya polemik maka akan muncul gejolak dari masyarakat 
bahkan instansi terkait, dan para calon legislatif dari PKS bisa 
memberi pengertian terkait hal tersebut. Kesempatan itu pula yang 
dipakai untuk menarik simpati dari masyarakat, bahwa sim seumur 
hidup dan penghapusan pajak sepeda motor ialah salah satu keinginan 
masyarakat umum, dan PKS mencoba meyakinkan hal tersebut bisa 
diwujudkan, dengan catatan mendapatkan dukungan penuh dari 
masyarakat itu sendiri. 
Kepala Bidang Politik dan Hukum DPD PKS Didik 
Hermawan, S.Pd. mengatakan bahwa kehadiran Partai Keadilan 
Sejahtera ingin memberikan manfaat langsung untuk masyarakat. 
Menawarkan kemudahan-kemudahan untuk memberikan aspirasi dan 
mewujudkannya. Pengahpusan pajak kendaraan bermotor dan SIM 
berlaku seumur hidup menurutnya adalah salah satu keinginan 
masyarakat luas. 
“Iklan SIM seumur hidup adalah program nasional. PKS 
yang ingin diwujudkan pada masyarakat karena itu juga 
memudahkan kepada masyarakat. sehingga kita pun di daerah juga 
membawa isu-isu itu, pengaruhnya seperti apa, kita tidak terlalu 
tahu, tapi paling tidak masyarakat banyak merespon positif ya Untuk 
SIM seumur hidup itu. pasti ada simpati dari masyarakat, karena kan 
kita melihat masyarakat ini kan mendapat kesulitan mengurus SIM. 
Harus diperpanjang setiap lima tahun sekali, kita ingin masyarakat 
mendapatkan kemudahan dengan sim seumur hidup dan 
penghapusan pajak sepeda motor.” (kepala bidang politik dan hukum 
Didik Hermawan, S.Pd.) 
 
Menarik simpati masyarakat dengan memberikan atau 
mengusahakan apa yang mereka mau, menjadi salah satu jalan bagi 
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Partai Keadilan Sejahtera apabila mereka bisa memenangi pemiliha 
umum. Tentu saja janji ini terdengar ambisius dan tidak rasional, 
mengingat pajak kendarana bermotor merupakan salah satu sektor 
pendapatan Negara. Ketika iklan ini diluncurkan, beragam tanggapan 
dari masyarakat. Ada yang mendukung dan tidak sedikit yang 
menolak, karena menganggap ini janji omong kosong dari partai 
tersebut. 
Kemudian apakah cara ini juga diadopsi di tingkat daerah kota 
/ kabupaten. Caleg DPD PKD Kota Surakarta menuturkan sebagai 
berikut, 
Saya agak anti marketing dalam konteks ini, Jadi mungkin 
kalau kemarin pas masa pileg, keliling di dapil saya, akan sangat 
sulit menemukan gambar saya, karena saya tidak membuat spanduk 
besar, 0 Rp anggaran saya untuk spanduk. Saya membuat spanduk 
tapi atas permintaan warga, jadi misalnya dia punya warung, tutup 
warung itu sudah rusak, dan dia meminta kepada saya untuk 
dibuatkan spanduk dengan gambar saya. Karena saya memandang 
memasang spanduk besar di setiap perempatan jalan, nggak ada 
korelasinya sama tingkat keterpilihan. maka saya lebih melayani 
temen jejaring atau mereka-mereka yang sudah klik sama saya, untuk 
spandukisasi usaha dia. Dan itu nggak banyak, nggak sampai 20. 
saya lebih banyak promosi lewat medsos Facebook dengan 
kampanye secara tidak frontal. jadi saya sudah meyakini bahwa pileg 
itu adalah saya dan jejaring saya dan pemilih saya, hubungannya itu. 
kalau iklan terus pamflet spanduk dan apa segala macam itu bumbu-
bumbu saja, jadi saya nggak fokus ke situ. saya lebih fokus misalnya 
daripada saya membuat 100 baliho, mending anggaran 100 baliho 
Saya kasihkan ke penggerak saya, "nyambut gawe o tenanan" dia 
akan kerja di lapangan mencari pemilih saya. (Ketua tim badan 
pemenangan pemilu 2019 H. Sugeng Riyanto, S.S) 
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Gambar 8. Potret H. Sugeng Riyanto, S.S dan seorang 
penggerak / tim sukses (sumber FB H. Sugeng Riyanto, S.S) 
Tidak seperti calon legislatif lainnya yang kebanyakan sangat 
masif mengeluarkan banyak uang untuk promosi dengan iklan. 
Namun bagi calon legislatif incumbent seperti H. Sugeng Riyanto, 
S.S, ia tidak banyak mengeluarkan uang untuk memasang poster 
maupun baliho foto dirinya dalam pencalonannya sebagai wakil 
rakyat. Ia lebih memilih cara yang humanis dengan pendekatan 
secara personal kepada pemilih langsung. Melalui tim sukses yang ia 
sebut sebagai penggerak, ia memberikan arahan untuk melakukan 
pendekatan langsung kepada pemilih, berkunjung ke rumah, 
mengajak pergi jalan-jalan atau sekadar pergi makan, mengajak 
berbincang terkait situasi terkini dan lain hal sebagainya. 
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Cara ini dirasa lebih ampuh untuk menyentuh hati pemilih, 
untuk simpatik kepadanya. Daripada dengan mengeluarkan banyak 
uang untuk iklan poster maupun baliho di mana-mana. Sifatnya iklan 
tersebut yang dirasa sudah tidak kekinian dan kurang memberi 
dampak secara langsung terhadap ketertarikan pemilih terhadap 
caleg. 
Namun ia tetap menerima permintaan untuk pembuatan 
spanduk dengan foto dirinya. Hanya saja hal ini dikarenakan ada 
permintaan langsung dari beberapa masyarakat yang mempunyai 
warung makan maupun toko kelontong. Ada dua sisi yang 
mendapatkan keuntungan di sini, pemilik warung mendapatkan 
spanduk gratis untuk dipasang di warungnya, dan caleg mendapatkan 
media gratis dalam hal promosi kepada masyarakat luas. 
3. Retorika  
Retorika ialah bentuk ajakan yang menonjolkan komunikasi 
dua arah, negosiasi, drama dan dialektika. Karena merupakan 
komunikasi dua arah, antara individu dengan individu dan bukan 
antara individu dengan khalayak ramai, retorika politik merupakan 
proses yang mungkin saja terbentuknya sebuah persepsi masyarakat 
melalui negosiasi.  
Fokus kampanye retorika menurut Dan Nimmo ialah 
bagaimana cara menciptakan dan membujuk khalayak atau 
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masyarakat. Apakah ada dialog atau komunikasi dua arah dengan 
masyarakat ketika berkampanye? 
Pasti ya pasti ada dialog, cuman modelnya beda-beda. jadi 
sekali lagi gini masing-masing caleg beda-beda. Saya misalnya, gini 
saya itu lebih cenderung tidak berhadapan langsung dengan pemilih, 
tapi saya menggunakan perantara yang disebut sebagai penggerak. 
saya komunikasinya dengan penggerak, kemudian penggerak 
komunikasi dengan pemilih. sehingga sangat jarang saya berjumpa 
langsung dengan pemilih, saya lebih banyak berjumpa dengan tim-
tim saya di lapangan, misalnya Saya cukup ketemu dengan 
penggerak di tingkat RT. Jadi cukup bertemu dengan 2 atau 3 orang 
di RT itu lalu mereka akan bekerja menggalang suara di lingkungan 
RT tersebut. Dan saya menghindari acara-acara masyarakat, 
misalnya pertemuan RT, karena saya memandang sosialisasi itu 
perlu tapi jauh lebih perlu adalah membangun elektabilitas. (Ketua 
tim badan pemenangan pemilu 2019 H. Sugeng Riyanto, S.S) 
Beberapa caleg dari DPD PKS Kota Surakarta memiliki 
caranya sendiri tentang bagaimana cara untuk membangun kedekatan 
dengan pemilih. Hal tersebut disesuaikan dengan keadaan psikologis 
dari pemilih tentang pilihan pemilu. Berbeda dengan beberapa caleg 
lainnya, baik dari partai PKS maupun juga dari partai lain, yang 
kebanyakan pasti akan langsung terjun ke masyarakat untuk 
berkomunikasi secara langsung. Kedekatan dibangun di situ untuk 
menyamakan visi terkait pilihan di Pemilu 2019. 
Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui dan mengerti 
bagaimana sikap pilihan pemilih. Jika pilihan tidak jatuh pada caleg 
maka bagaimana caranya dengan saling berkomunikasi sedikit 
banyak akan memberi pengaruh untuk mengarahkan pilihannya 
kepada caleg tersebut. Inilah yang bisa dimaksud dengan bagaimana 
caleg berretorika dengan pemilih. 
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Berbeda dengan caleg dari DPD PKS yang lebih memilih 
untuk meningkatkan citra dan memengaruhi pemilih, lewat tim 
suksesnya atau biasa disebut penggerak. Ia memberikan bekal materi 
untuk penggerak, mendekati pemilih kemudian mengadakan dialog 
dengan pemilih. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui 
bagaimana sikap dan pilihan pemilih jatuh ke caleg siapa. 
Kebanyakan penggerak akan mendekati pemilih yang 
dinilainya sejak awal condong memilih caleg lain, untuk mengajak 
berkomunikasi terkait pilihan pemilu. Komunikasi yang dibangun 
adalah komunikasi dua arah untuk saling bertukar pandangan dan 
pendapat. Di saat yang bersamaan, penggerak pasti akan mencoba 
untuk memengaruhi pemilih agar mencoblos calegnya. Entah 
bagaimana caranya namun cara yang dilakukan adalah dengan 
memberikan perbandingan antara caleg satu dan lainnya, tentu saja 
penggerak akan mengunggulkan calegnya. 
Tidak, soal masalah-masalah seperti (pemerintahan 
sekarang) itu menjadi nomor 2, nomor 1 adalah saya dan tim 
penggerak membangun kedekatan dengan pemilih.  karena dengan 
kedekatan atau persaudaraan ini, pemilih mau dibawa kemana aja 
Bisa kok. Ketika sudah dekat dengan pemilih maka baru dikenalkan 
dengan caleg, dikenalkan dengan problem yang ada di kota. Bicara 
tentang tingkat keterpilihan adalah ketika kita bisa mengkondisikan 
orang-orang yang menjadi penggerak kita, bisa mengkondisikan 
orang-orang dekat dengannya untuk memilih saya. (Ketua tim badan 
pemenangan pemilu 2019 H. Sugeng Riyanto, S.S) 
Hubungan kedekatan menjadi senjata utama untuk 
memperoleh dukungan. Tidak menjelek-jelekan pihak lain, dengan 
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membandingkan kondisi sekarang dengan kondisi yang mungkin 
akan lebih baik jika nantinya ia terpilih, tapi tanpa jaminan 
keberhasilan. Hal ini dilakukan karena memang pendekatan dari hati 
ke hati dinilai lebih efektif dan bekerja secara berkelanjutan. 
“Isu besarnya jelas Kita sejak dulu, mengusung tagline yaitu 
bersih peduli profesional. bersih dalam artian kita menunjukkan 
kepada masyarakat bahwa PKS ini layak dipercaya, karena kita 
memang paling minim ya bukan tidak ada, tapi paling minim politisi-
politisi kita yang terlibat atau pun terkena urusan dengan aparat 
penegak hukum. kemudian peduli kita terkait bagaimana kita 
memberikan advokasi kepada masyarakat terkait kepentingan 
kepentingan mereka. Profesional adalah bagaimana kita 
bertanggung jawab terhadap amanah yang dibebankan masyarakat 
kepada kita.” (kepala bidang politik dan hukum Didik Hermawan, 
S.Pd.) 
Ketika berinteraksi dengan masyarakat, tentu yang dilihat 
pertama kali adalah kepribadian dari kader tersebut. Bagaimana 
pembawaannya ketika berkomunikasi dengan masyarakat. Dalam hal 
ini para kader PKS mendatangi pemilih dengan membawa tagline 
yang sudah lama ada dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera, yakni, 
bersih, peduli dan professional. Ketiga hal ini merupakan hal dasar 
wajib yang harus dimiliki oleh para kader untuk menghadapi 
masyarakat yang herterogen. 
Bersih dalam artian bahwa partai ini memang dapat dipercaya 
oleh masyarakat kelas manapun. Bersih dari hal-hal citra curuk. 
Menurut Didik partai ini bersih dari hal-hal yang merugikan 
masyarakat. PKS menjadi partai yang minim kadernya yang 
tersangkut kasus dengan pihak berwajib. Walaupun memang juga ada 
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satu atau dua yang terjerat kasus korupsi atau yang lain, tapi jika 
dibandingkan dengan partai besar lainnya, PKS dikatakannya cukup 
bersih dari hal tersebut. 
Yang kedua adalah peduli terhadap nasib masyarakat yang 
telah mempercayakan suaranya untuk kader terpilih. Tapi apakah ini 
hanya berlaku untuk kader terpilih menjadi anggota dewan saja, tentu 
tidak, setiap kader di lapangan memegang teguh hal ini untuk 
memberikan rasa simpatik kepada masyarakat yang ditemuinya. 
Yang terakhir adalah profesional. Menjalankan dengan benar amanah 
yang sudah diberikan oleh rakyat terhadap kader. Dengan menyerap 
aspirasi mereka kemudian mewujudkannya dalam bentuk kerja nyata. 
Keberadaan sebuah partai politik memiliki fungsi sebagai 
sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekruitmen politik dan 
pengatur konflik (Miriam Budiharjo, 1977:163). 
a. Sarana komunikasi politik, yaitu menyalurkan aneka ragam 
pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian 
rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat 
berkurang. Dalam masyarakat modern ada penggabungan 
pendapat (interest articulation). 
Berbagai partai politik melaksanakan kegiatan turun 
langsung ke masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menggali 
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potensi masyarakat atau juga untuk menyerap aspirasi 
masyarakat untuk kemudian diusahakan untuk dapat terwujud. 
“Saya sendiri lebih mengandalkan hubungan yang sudah 
terjalin selama ini, bahkan sebelum menjadi caleg. Hubungan 
pertemanan, saudara lalu sama-sama pengurus masjid, tetangga 
dan sebagainya. Saya banyak mengandalkan jaringan seperti itu. 
Intinya saya tidak masuk di komunitas yang asing bagi saya. 
Karena dengan begitu tidak memerlukan biaya yang banyak. 
Saya pribadi sebagai caleg lebih cenderung, melebarkan 
jangkauan yang belum menjadi simpatisan PKS, tapi mempunyai 
hubungan pribadi dengan saya. Seperti teman masa sekolah. 
Walaupun dulu mereka bukan pemilih PKS namun karena ada 
kedekatan itu dengan saya, mereka bersama keluarganya tidak 
jarang kemudian memilih caleg PKS.” (Ketua DPD PKS Solo H. 
Abdul Ghofar Ismail, S.Si Ismail) 
PKS yang telah berkhidmat untuk menjadi partai pelayan 
umat, sudah seharusnya untuk turun ke masyarakat untuk 
menyerap aspirasi masyarakat hal tersebut juga dilakukan oleh 
banyak partai politik. Dalam mencari dan mengetahui keinginan 
masyarakat beberapa kader maupun caleg turun langsung ke 
lapangan. Mereka melakukan tugas partai politik sebagai sarana 
komunikasi politik.  
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Gambar 9. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si saat kampanye 
bersama simpatisan (sumber Fb PKS Kota Solo) 
Cara para kader maupun caleg turun ke lapangan berbeda-
beda. Ada yang langsung menemui masyarakat, namun ada juga 
yang diwakilkan melalui timnya, atau dalam DPD PKS di sebut 
sebagai tim penggerak. Mereka akan menenmui masyarakat 
untuk menyerap aspirasi. Seperti yang dilakukan oleh wakil 
ketua DPRD H. Sugeng Riyanto, S.S pada Senin (11/11/2019), 
mendatangai  bangunan PAUD Harapan Bangsa di Jagalan, 
Jebres, Solo yang ambruk pada awal Januari 2019, bangunan ini 
sempat diresmikan oleh Jokowi ketika menjabat walikota solo.  
Wakil Ketua DPRD tersebut datang untuk menanyakan 
secara langsung kepada kepala sekolah PAUD Harapan Bangsa, 
Sri Wahyuningsih terkait kondisi PAUD ini. Sri mengatakan, 
bahwa ia sudah mengajukan proposal pembangunan kembali 
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bangunan tersebut ke dinas terkait yakni dina Pendidikan dan 
Pemerintah Kota Surakarta. Namun hingga akhir tahun ini belum 
ada kepastian. Kemudian H. Sugeng Riyanto, S.S berjanji akan 
mengkomunikasikan hal ini dengan Dinas Pendidikan untuk 
mencarikan jalan terbaik. 
 
Gambar 10. H. Sugeng Riyanto, S.S meninjau PAUD 
Harapan Bangsa waktu reses anggota DPRD (sumber : Fb H. 
Sugeng Riyanto, S.S) 
Itulah contoh bagaiamana seorang kader partai 
menjalankan tugasnya sebagai sarana komunikasi politik. 
Menyampaikan harapan dari bawah yakni masyarakat kepada 
pejabat pemerintahan. Terkait keberhasilan aspirasi tersebut 
untuk diwujudkan, menjadi hal lain, yang jelas person sebagai 
sarana komunikasi sudah dijalankan. 
b. Sarana sosialisasi politik (instrument of political socialization), 
yaitu merupakan proses seseorang memperoleh sikap dan 
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orientasi terhadap fenomena politik dan orang-orang tersebut 
mendapatkan sosialisasi fenomena partai politik dari partai. 
“Soal masalah-masalah seperti itu menjadi nomor 2, 
nomor 1 adalah saya dan tim penggerak membangun kedekatan 
dengan pemilih.  karena dengan kedekatan atau persaudaraan 
ini, pemilih mau dibawa kemana aja Bisa kok. Ketika sudah 
dekat dengan pemilih maka baru dikenalkan dengan caleg, 
dikenalkan dengan problem yang ada di kota. Bicara tentang 
tingkat keterpilihan adalah ketika kita bisa mengkondisikan 
orang-orang yang menjadi penggerak kita, bisa mengkondisikan 
orang-orang dekat dengannya untuk memilih saya.” (Ketua tim 
badan pemenangan pemilu 2019 H. Sugeng Riyanto, S.S). 
 
Ketika berkampanye fungsi partai poliitik sebagai sarana 
sosialisasi politik juga disampaikan oleh caleg DPD PKS di 
daerah pilihan masing-masing. Namun hal ini menjadi prioritas 
kedua ketika berhadapan dengan masyarakat. Saat masa 
kampanye, mereka membangun kedekatan terlebih dahulu 
dengan calon pemilih untuk mendapatkan rasa simpatik dari 
mereka dan tujuannya adalah mereka mencoblos caleg yang 
bersangkutan. 
Kemudian jika kedekatan sudah terjalin maka prioritas 
kedua akan dijalankan yakni menyampaikan kondisi politik saat 
ini. Berbagai macam cara formal amupun informal digunakan. 
Misal jika itu cara formal adalah dengan menjadi narasumber 
dengan tema terkait politik di Indonesia. Namun jika itu bersifat 
informal maka yang dilakukan hanya sebatas perbincangan 
santai. 
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Tidak sulit menjalankan fungsi partai ini, karena memang 
itu menjadi tugas harian dari seorang politikus untuk mengetahui 
dan membicarakan soal politik. Namun hal yang pelru diingat 
adalah, jangan sampai terlalu frontal dalam menyampaikannya. 
Karena bisa jadi masyarakat yang menerima itu menjadi salah 
paham sebab mereka berbeda pandangan politik. 
c. Sarana rekruitmen politik, yaitu berfungsi mencari dan mengajak 
orang yang berbakat untuk turun aktif dalam kegiatan politik 
sebagai anggota partai (political recruitment) selain itu juga 
diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi 
kader yang di masa mendatang akan menggantikan pimpinan 
lama (selection of leadership). 
Partai Keadilan Sejahtera menjalankan salah satu fungsi 
partai politik ini. Seperti yang dituturkan oleh Ketua DPD PKD 
Kota Surakarta sebagai berikut, 
"Kita ada istilah TOP yaitu training orientasi partai, 
kadang kita buka secara umum TOP tersebut di beberapa 
daerah. Seperti di Solo pada awal November kemarin kita buka 
pendaftaran. Ada juga kadang yang pengen daftar, langsung 
mendatangi kantor atau ke individu. kadang juga lewat 
pengajian-pengajian kita. Jalur lainnya yaitu awalnya dari 
menjadi saksi pemilu kemudian menjadi penggerak PKS, itu 
kemudian akhirnya mereka meningkat Dari Sekedar saksi atau 
penggerakannya lalu menjadi kader." (Ketua DPD PKS Solo H. 
Abdul Ghofar Ismail, S.Si Ismail) 
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Gambar 11. Training Orientasi Partai, kegiatan rekrutmen 
PKS (Sumber FB PKS Kota Solo) 
Rekrutmen kader potensial merupakan salah satu langkah 
dari partai politik untuk menjaga eksistensi partai tersebut di 
kancah perpolitikan Indonesia. Sebab kader-kader tersebutlah 
yang nantinya akan melanjutkan perjuangan partai. Beberapa 
partai biasanya merekrut kader yang sudah dikenal masyarakat. 
Itulah kenapa dewasa ini kita sering melihat public fugure ikut 
berkompetisi di dunia politik. Sebut saja diva pop Indonesia 
Krisdayanti yang direkrut oleh PDIP, lalu Mulan Jamelaa yang 
direkrut Partai Gerindra dan masih banyak lagi. Mereka di rekrut 
oleh partai politik, untuk menjadi calon legislatif di daerah. 
Walaupun dengan nama yang sudah dikenal publik tidak 
menjamin tingkat keterpilihan namun tentu saja akan banyak 
menarik banyak pemilih. 
Sementara itu di Partai Keadilan Sejahtera, proses 
rekrutmen dilakukan dengan beberapa cara, utamanya di Kota 
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Surakarta. DPD PKS merekrut kader dengan sistem yang mereka 
sebut dengen istilah TOP (training orientatisi partai). Yaitu 
sebuah kegiatan untuk menjaring kader potensial di daerah 
masing-masing. TOP digunakan sebagai acuan untuk memilih 
dan memilah calon kader yang sesuai dengan visi dan misi partai.  
Di Kota Solo awal November kemarin DPD PKS membuka 
rekrutmen kader dengan cara sosialisasi dengan media sosial atau 
antar individu. Bentuk kegiatannya ialah dengan mendatangkan 
narasumber dari partai kemudian memberikan materi terkait 
kepartaian PKS. Kemudian cara lainnya ialah dengan datang 
langsung ke kantor DPD PKD Kota Surakarta untuk mendaftar 
menjadi kader, dari situ nanti akan ada tim seleksi calo  kade 
tersebut. Cara lainnya ialah melalui pengajian-pengajian. Cara ini 
dinilai positif dan biasanya kajian tersebut memang diperuntukan 
bagi simpatisan PKS. 
Kemudian cara lainnya dengan melibatkan para simpatisan 
untuk menjadi saksi di pemilu. Selain itu juga sebagai penggerak 
atau tim sukses dari salah satu caleg di daerahnya. Hal-hal 
tersebut dilakukan dalam rangka untuk menjaring potensi muda 
dan para pejuang tangguh yang nantinya dapat meneruskan 
perjuangan partai, menggantikan para kader tua. 
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d. Sarana pengatur konflik, yaitu partai politik sebagai penengah 
perbedaan pendapat dalam demokrasi. Namun realisasinya sulit 
dilaksanakan. 
“kita jarang melakukan hal tersebut, karena nyatanya 
kita adalah pelaku politik. Kita mempunyai langkah politik yang 
tentu saja akan condong pada suatu pendapat atau aspirasi 
tertentu. Berbeda pandangan politik antar partai politik itu 
wajar dan lumrah terjadi dalam pentas politik, Namun kita tidak 
ingin terjadi konflik antar partai politik. Yang kita lakukan 
adalah langkah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik” 
(ketua DPD PKS Kota Surakarta) 
Tidak salah berbeda pandangan politik karena hal 
tersebut wajar terjadi dalam dunia politik. Setiap partai memiliki 
tujuan dan misi besar ketika berpolitik. Selain kekuasaan 
sebesar-besarnya, menjadi partai dengan tingkat kepercayaan 
tinggi dari masyarakat juga menjadi tujuan utama, karena 
lumbung suara bisa berasal dari aspek teresebut. 
Namun fungsi sebagai pengatur konflik atau penengah 
dalam suatu konflik, jarang dilakukan oleh DPD PKS Kota 
Surakarta. Misalnya dalam kontes pilihan wali Kota Solo tahun 
2020, terjadi konflik antara para calon. Yakni Achmad Purnomo 
dan putra presiden Jokowi, Gibran. PKS saat ini hingga akhir 
tahun 2019 masih belum mengambil sikap untuk memilih siapa, 
untuk juga menjadi tim pengusung. 
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Gambar 12. Ketua DPD PKS menanggapi soal pilwakot 
Solo sumber: (tribunnews 31 Oktober 2019) 
PKS Belum juga memutuskan untuk menyalonkan 
kadernya. Semua masih serba menunggu situasi. Seperti yang 
disampaikan oleh H. Sugeng Riyanto, S.S. 
“Sampai saat ini kita belum mengambil keputusan, kita 
masih menunggu perkembangan nanti bagaiamana. Kita juga 
bertemu secara pribadi kepada kedua calon walikota Solo 2020. 
Pak Achmad Purnomo dan mas Gibran. Jadi kita bangun 
hubungan baik, agar nantinya kita lebih mudah menentukan 
pilihan.” (Ketua tim badan pemenangan pemilu 2019 H. Sugeng 
Riyanto, S.S) 
Pada akhirnya partai politik akan menentukan pilihan 
untuk ikut dalam gerbong mana. Tidak mungkin partai politik 
memilih absen dalam pentas politik, karena dapat merugikan 
partai itu sendiri. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah melakukan analisis dari data yang diperoleh dengan 
wawancara, observasi serta dokumentasi, sehingga penulis menarik 
kesimpulan bahwa dalam implementasi komunikasi politik PKS Kota 
Surakarta pada pemilu legislatif 2019 menggunakan teori persuasif dari 
Dan Nimmo dengan tiga pendekatan, yaitu propaganda, periklanan dan 
retorika.  
Strategi propaganda besar yang dilakukan oleh PKS adalah dengan 
memberikan gebrakan yang berani, dengan langsung menyuarakan untuk 
ganti presiden di pemilu 2019 dengan hastagnya #2019GantiPresiden. 
Dibalik banyaknya cacian bahkan fitnah makar tetapi gerakan ini mampu 
menarik banyak dukungan dalam skala nasional, juga di Kota Solo. 
Pendekatan dengan periklanan. Partai Keadilan Sejahtera kembali 
membuat pro kontra di masyarakat. Dengan iklan janji penghapusan pajak 
kendaraan bermotor dan SIM berlaku seumur hidup, jika PKS 
memenangkan pemilu 2019, di media cetak (spanduk, brosur, pamflet) 
serta di media elektronik dan internet. 
Pendekatan yang ketiga adalah retorika yang merupakan suatu 
bentuk ajakan dengan menonjolkan komunikasi dua arah, negosiasi drama 
dan dialektika. Retorika dapat memunculkan sebuah gagasan atau persepsi 
baru di masyarakat. DPD PKS Kota Surakarta memisahkan pemilih 
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menjadi dua kategori. Pertama pemilih tradisional, mereka melakukan 
pendekatan dengan menyakinkan pemilih ini terhadap visi misi DPD PKS 
Kota Surakarta. Kedua pemilih rasional, mereka memberikan dua opsi 
dengan tanpa paksaan, jika pemilih sudah menentukan pilihan calon 
presidennya adalah Jokowi, maka mereka akan membujuk untuk pemilu 
legislatifnya memilih caleg PKS. Lalu jika pemilih belum sama sekali 
menentukan pilihan, maka akan dibujuk untuk memilih calon presiden dan 
calon legislatif yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. 
menggunakan ini untuk mengetahui arah pilihan masyarakat. 
Beberapa calon legislatif mendatangi langsung pemilih untuk 
berkomunikasi dengan mereka. Namun beberapa diantaranya 
mengandalkan orang ketiga yaitu tim sukses atau biasa mereka sebut 
sebagai tim penggerak.  
Ketiga pendekatan persuasif tersebut menghasilkan peningkatan 
perolehan suara dari pemilu sebelumnya bagi Partai Keadilan Sejahtera 
Kota Surakarta dalam hal ini adalah DPD PKS Kota Surakarta. Dari 
4,89% di pemilu 2014 menjadi 8,36% di pemilu 2019 sehingga 
mempunyai selisih sebanyak 3,47% dan berhak atas 5 Kursi di DPRD 
Kota Surakarta. 
B. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan metode kualitatif 
deskriptif ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil 
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wawancara mendalam. Peneliti sangat menyadari banyak terdapat 
keterbatasan pada penelitian ini, yang meliputi subjektifitas pada peneliti. 
Penelitian ini berdasarkan interpretasi peneliti dalam menafsirkan 
makna dari hasil wawancara mendalam. Sehingga sangat memungkinkan 
terdapat kesalahan makna dari peneliti. Guna mengurangi kesalahan 
makna tersebut, digunakan teknik trianggulasi dengan membandingkan 
dan menggabungkan data dari sumber primer. 
C. Saran  
i. Akademis  
Diharapkan dengan penelitian ini bisa dijadikan sebagia referensi 
untuk mengembangkan penelitian selanjutnya mengenai strategi 
komunikasi politik partai politik. Kemudian juga bisa dikembangkan 
dengan menggunakan berbagai macam teori lainnya. 
ii. Praktis  
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
ke depan harus menciptakan formula strategi pemenang pemilu yang 
lebih bagus dari tahun 2019, agar dapat membantu memenangkan 
pemilu yang akan datang dalam skala nasional.
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Lampiran 1 
Interview Guide 
PANDUAN WAWANCARA NARASUMBER 
Narasumber 1 
Jabatan  : Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera kota Surakarta 
1. Bagaimana cara merekrut kader di DPD PKS Kota Solo? 
2. Bagaimana pola komunikasi di DPD PKS Kota Solo 
3. Komunikasi yang dilakukan lebih banyak melalui lisan atau tulis? 
4. Apakah juga turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi dan menggalang 
suara? 
Narasumber 2 
Jabatan : Ketua tim badan pemenangan pemilu 2019 
1. Secara umum bagaimana strategi kampanye dpd pks? 
2. Ketika dilapangan bagaimana cara caleg menyerap aspirasinya? 
3. Apakah ada dialog atau komunikasi dua arah dengan masyarakat ketika 
berkampanye? 
4. Jika ada, apa bahasan yang disampaikan kepada masyarakat, apakah juga 
menyampaikan terkait situasi pemerintahan sekarang? 
5. Terkait wacana atau tagar #2019GantiPresiden apakah strategi kampanye 
itu dilakukan di solo? 
6. Parade umat Islam yang terjadi beberapa kali di kota solo, yang kita tahu 
bahwa itu juga termasuk dalam rangka menggalang dukungan calon 
tertentu, apakah ada efeknya untuk pileg PKS di Solo? 
7. Bentuk iklan apa sajakah yang digunakan dalam berkampanye? 
8. Bagaimana maksudn dan tujuan dari Iklan penghapusan pajak dan sim 
berlaku seumur hidup? 
Narasumber 3 
Jabatan : Kepala bidang politik dan hukum DPD PKS Kota Surakarta 
1. Bagaimana gambaran umum kampanye DPD PKS Solo? 
2. Isu apa yang dilempar ke masyarakat untuk mempengaruhi pilihan mereka 
3. Apakah anda turun ke masyarakat langsung untuk menyerap aspirasi? 
4. Wujud dari kampanye seperti apa dari Iklan seumur hidup dan 
penghapusan pajak bermotor ? 
5. #2019GantiPresiden apakah kampanye dengan agenda besar? 
 
 
 
 
Lampiran 2 
TRANSKIP WAWANCARA 
Narasumber   :  Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera kota Surakarta 
Nama    : H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si 
Waktu dan Tempat : 23 Desember 2019 , di Kantor biro haji dan umroh golden 
firdaus 
 
gambar 13. Foto dengan H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si 
1. Bagaimana cara merekrut kader di DPD PKS Kota Solo? 
Kita ada istilah TOP yaitu training orientasi partai, kadang kita 
buka secara umum TOP tersebut di beberapa daerah. Seperti di Solo pada 
awal November kemarin kita buka pendaftaran. Ada juga kadang yang 
pengen daftar, langsung mendatangi kantor atau ke individu. kadang juga 
lewat pengajian-pengajian kita. Jalur lainnya yaitu awalnya dari menjadi 
saksi pemilu kemudian menjadi penggerak PKS, itu kemudian akhirnya 
mereka meningkat Dari Sekedar saksi atau penggerakannya lalu menjadi 
kader. (Ketua DPD PKS Solo Abdul Ghofar Ismail) 
2. Bagaimana pola komunikasi di DPD PKS Kota Solo? 
kita punya  AD ART, kalau di beberapa level mulai dari DPD ke atas itu, 
dan juga sesuai kondisi daerah masing-masing. Kalau di Solo ini DPD tipe 
A, artinya jumlah kadernya memungkinkan untuk strukturnya itu ada 
namanya DPTD atau dewan pimpinan tingkat daerah. di mana di situ ada 
MPD atau majelis pertimbangan daerah, lalu ada DSD dewan syariah 
daerah. Hubungan organisasi nya seperti itu. Semua terstruktur dari tingkat 
bawah hingga atas. (Ketua DPD PKS Solo Abdul Ghofar Ismail) 
3. Komunikasi yang dilakukan lebih banyak melalui lisan atau tulis? 
Karena sekarang di era digital, yang biasanya surat resmi harus dicetak 
baru dikirimkan, namun sekarang Ngirimnya bisa lewat WA lewat surat 
 
 
 
 
elektronik. ya tapi bentuknya ini surat resmi, yang cukup kirim dengan 
WA atau email. Jadi nanti kalau memang itu nanti dibutuhkan di 
Lapangan, si penerima sudah siap. (Ketua DPD PKS Solo Abdul Ghofar 
Ismail) 
4. Apakah juga turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi dan menggalang 
suara? 
Saya sendiri lebih mengandalkan hubungan yang sudah terjalin selama ini, 
bahkan sebelum menjadi caleg. Hubungan pertemanan, saudara lalu sama-
sama pengurus masjid, tetangga dan sebagainya. Saya banyak 
mengandalkan jaringan seperti itu. Intinya saya tidak masuk di komunitas 
yang asing bagi saya. Karena dengan begitu tidak memerlukan biaya yang 
banyak. Saya pribadi sebagai caleg lebih cenderung, melebarkan 
jangkauan yang belum menjadi simpatisan PKS, tapi mempunyai 
hubungan pribadi dengan saya. Seperti teman masa sekolah. Walaupun 
dulu mereka bukan pemilih PKS namun karena ada kedekatan itu dengan 
saya, mereka bersama keluarganya tidak jarang kemudian memilih caleg 
PKS. (Ketua DPD PKS Solo Abdul Ghofar Ismail) 
 
Narasumber  : Kepala bidang politik dan hukum DPD PKS Kota 
Surakarta 
Nama    :  Didik Hermawan, S.Pd 
Waktu dan Tempat :  23 Desember 2019 , di Kantor biro haji dan umroh golden 
firdaus 
 
Gambar 14. Foto wawancara dengan Didik Hermawan 
1. Bagaimana gambaran umum kampanye DPD PKS Solo? 
Grand desiannya adalah kita memberikan kepada umat, pelayanan 
pada masyarakat, Jadi sebenarnya kampanye kita itu bukan hanya sekedar 
waktu menjelang detik-detik pencoblosan, kita lakukan jauh-jauh hari. 
Selama 5 tahun sebelumnya kita sudah mulai melakukan aksi-aksi 
 
 
 
 
kegiatan-kegiatan kerja-kerja, yang itu memang kita tujukan untuk 
mendapatkan simpati dan dukungan dari warga. jadi kita memang lebih 
kepada, Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan dan memberikan 
kemudahan-kemudahan jika bantuan-bantuan kepada masyarakat dan 
advokasi pada masyarakat. (kepala bidang politik dan hukum Didik 
Hermawan. 
2. Isu apa yang dilempar ke masyarakat untuk mempengaruhi pilihan 
mereka? 
Isu besarnya jelas Kita sejak dulu, mengusung tagline yaitu bersih 
peduli profesional. bersih dalam artian kita menunjukkan kepada 
masyarakat bahwa PKS ini layak dipercaya, karena kita memang paling 
minim ya bukan tidak ada, tapi paling minim politisi-politisi kita yang 
terlibat atau pun terkena urusan dengan aparat penegak hukum. kemudian 
peduli kita terkait bagaimana kita memberikan advokasi kepada 
masyarakat terkait kepentingan kepentingan mereka. Profesional adalah 
bagaimana kita bertanggung jawab terhadap amanah yang dibebankan 
masyarakat kepada kita. (Kepala bidang politik dan hukum Didik 
Hermawan) 
3. Apakah anda turun ke masyarakat langsung untuk menyerap aspirasi? 
Oh ya itu pasti, hampir setiap malam saya turun ke masyarakat, 
mendengarkan dan mencari tahu sebenarnya apa yang menjadi persoalan, 
dan itulah yang kemudian menjadi 1 beban yang harus kita perjuangkan 
ketika saat ini Alhamdulillah terpilih menjadi anggota legislatif. 
Kampanye kita memang bersifat dialogis ya, karena dengan itu kita bisa 
betul-betul mendapatkan keluhan secara nyata dari masyarakat. itu penting 
kampanye dialogis itu, kita bertatap muka mendengar langsung keluhan 
dan keinginan masyarakat ke depan. (Kepala bidang politik dan hukum 
Didik Hermawan) 
4. Wujud dari kampanye seperti apa dari Iklan seumur hidup dan 
penghapusan pajak bermotor ? 
Iklan SIM seumur hidup adalah program nasional. PKS yang ingin 
diwujudkan pada masyarakat karena itu juga memudahkan kepada 
masyarakat. sehingga kita pun di daerah juga membawa isu-isu itu, 
pengaruhnya seperti apa, kita tidak terlalu tahu, tapi paling tidak 
masyarakat banyak merespon positif ya Untuk SIM seumur hidup itu. pasti 
ada simpati dari masyarakat, karena kan kita melihat masyarakat ini kan 
mendapat kesulitan mengurus SIM. Harus diperpanjang setiap lima tahun 
sekali, kita ingin masyarakat mendapatkan kemudahan dengan sim seumur 
hidup dan penghapusan pajak sepeda motor. (kepala bidang politik dan 
hukum Didik Hermawan) 
5. #2019GantiPresiden apakah kampanye dengan agenda besar? 
karena pemilu legislatif bersamaan dengan pemilu presiden, itu 
menyatu ya, sehingga kita kemarin lebih banyak menjaring massa, yang 
memilih PKS itu beririsan dengan pemilih bukan Jokowi pasti. karena kita 
kampanyenya memang ganti presiden, sebab kita melihat persoalan 
persoalan mendasar yang tidak bisa diatasi oleh rezim sebelumnya, maka 
 
 
 
 
kita perlu mengganti presiden. di tingkat pemilih itu ya beririsan 
walaupun, tentu tidak semua pemilih PKS itu adalah pemilih bukan 
Jokowi, ada juga pemilih Jokowi yang memilih dengan PKS, karena 
terkait dengan kedekatan individu dengan caleg yang bersangkutan. 
Gapapa dia pilih presidennya Jokowi, namun untuk pilihan calegnya tetap 
saya. (kepala bidang politik dan hukum Didik Hermawan) 
 
Narasumber   : Ketua tim badan pemenangan pemilu 2019 
Nama    : H. Sugeng Riyanto, S.S 
Waktu dan Tempat : 5 Desember 2019, di Kantor Wakil DPRD Kota Surakarta 
 
Gambar 15. Foto wawancara dengan H. Sugeng Riyanto, S.S, 
1. Secara umum bagaimana strategi kampanye dpd pks? 
Dalam membangun strategi, yang pertama pks berpijak kepada 
kekuatan dan soliditas kader pks. Sehingga mereka siap untuk tempur atau 
berjuang menjalankan strategi kemenangan. Kedua, strategi struktur, 
dalam hal ini struktur itu dari mulai dari tingkat dpd, dpc hingga tingkat 
depra atau tingkat kelurahan. Bahkan di bawah kelurahan ada namanya 
penggerak di tinggak rw dan rt. Ketika struktur secara hirarki ini berjalan 
sesuai rencana, maka target kemenangan akan dapat tercapai. Ketiga 
adalah peran dari caleg dan anggota dewan incumbent. Setiap calon 
legislatif memeiliki nilai sendiri di masyarakat, dan itu yang akan dijual 
kepada masyarakat.  Strategi umumnya kita coba optimalkan ketiga faktor 
tersebut, kader, struktur dan caleg. Di solo pks menjadi partai yang suara 
relatif meningkat hingga 80 persen dibandingkan dengan tahun 2014. 
(Ketua tim badan pemenangan pemilu 2019 H. Sugeng Riyanto, S.S) 
2. Ketika dilapangan bagaimana cara caleg menyerap aspirasinya? 
Prinsipnya kan gini Sebenarnya saya itu tidak sendiri di dapil 
jebres, disitu ada total 12 caleg, dan kemudian 12 caleg itu mendapatkan 
support dari kader-kader yang ada di Jebres, misalnya ada 100 kader, maka 
100 ini dibagi ke 12 orang itu, jadi Sinergi pergerakannya nanti caleg 
 
 
 
 
disupport oleh kader, kemudian menentukan titik-titik ataupun daerah-
daerah yang mau dituju yang Mau digarap. disitu prosesnya untuk 
memaksimalkan tingkat keterpilihan, ada 2 tahap sebenarnya, pertama 
membangun popularitas itu dilakukan oleh semua caleg, strateginya 
macam-macam, bisa melalui sosialisasi melalui selebaran dan segala 
macamnya itu. tapi yang jauh lebih penting setelah itu adalah membangun 
elektabilitasnya, tingkat keterpilihannya itu. di situ dibutuhkan konsolidasi 
yang aktif dan Intens antara caleg, kader, dan daerah-daerah yang memang 
dibidik untuk di jadikan sebagai basis pendukung. (Ketua tim badan 
pemenangan pemilu 2019 H. Sugeng Riyanto, S.S) 
3. Apakah ada dialog atau komunikasi dua arah dengan masyarakat ketika 
berkampanye? 
Pasti ya pasti ada dialog, cuman modelnya beda-beda. jadi sekali 
lagi gini masing-masing caleg beda-beda. Saya misalnya, gini saya itu 
lebih cenderung tidak berhadapan langsung dengan pemilih, tapi saya 
menggunakan perantara yang disebut sebagai penggerak. saya 
komunikasinya dengan penggerak, kemudian penggerak komunikasi 
dengan pemilih. sehingga sangat jarang saya berjumpa langsung dengan 
pemilih, saya lebih banyak berjumpa dengan tim-tim saya di lapangan, 
misalnya Saya cukup ketemu dengan penggerak di tingkat RT.  
Jadi cukup bertemu dengan 2 atau 3 orang di RT itu lalu mereka 
akan bekerja menggalang suara di lingkungan RT tersebut. Dan saya 
menghindari acara-acara masyarakat, misalnya pertemuan RT, karena saya 
memandang sosialisasi itu perlu tapi jauh lebih perlu adalah membangun 
elektabilitas. (Ketua tim badan pemenangan pemilu 2019 H. Sugeng 
Riyanto, S.S) 
4. Jika ada, apa bahasan yang disampaikan kepada masyarakat, apakah juga 
menyampaikan terkait situasi pemerintahan sekarang? 
Tidak, soal masalah-masalah seperti itu menjadi nomor 2, nomor 1 
adalah saya dan tim penggerak membangun kedekatan dengan pemilih.  
karena dengan kedekatan atau persaudaraan ini, pemilih mau dibawa 
kemana aja Bisa kok. Ketika sudah dekat dengan pemilih maka baru 
dikenalkan dengan caleg, dikenalkan dengan problem yang ada di kota. 
Bicara tentang tingkat keterpilihan adalah ketika kita bisa mengkondisikan 
orang-orang yang menjadi penggerak kita, bisa mengkondisikan orang-
orang dekat dengannya untuk memilih saya. (Ketua tim badan 
pemenangan pemilu 2019 H. Sugeng Riyanto, S.S) 
5. Terkait wacana atau tagar #2019GantiPresiden apakah strategi kampanye 
itu dilakukan di solo? 
Nggak, Kalau di Solo kita ada fleksibilitas, dalam arti solo ini 
basisnya Jokowi. Jika kita mengkampanyekan tersebut secara sporadis 
justru kontraproduktif, jadi saya lebih pada fleksibilitas lapangan, ketika 
yang saya jumpai adalah masa-masa yang afiliatif pilpresnya ke Jokowi, 
tapi pilegnya ke Sugeng Riyanto gitu. Jadi ada kesepahaman dengan 
pemilih, kita coba pisahkan antara kecenderungan pemilih yang sudah 
 
 
 
 
fanatik dengan Jokowi itu, untuk tetap presiden Jokowi tapi pemilu 
legislatif memilih PKS.  
Tapi kalau saya hadapi adalah mereka-mereka yang tidak ada 
fanatisme ke Jokowi, saya bisa menyampaikan kampanye itu 
(#2019GantiPresiden). Fleksibel lah kita kalau di lapangan, bahkan 
cenderung memberikan kebebasan kepada pemilih. (Ketua tim badan 
pemenangan pemilu 2019 H. Sugeng Riyanto, S.S) 
6. Parade umat Islam yang terjadi beberapa kali di kota solo, yang kita tahu 
bahwa itu juga termasuk dalam rangka menggalang dukungan calon 
tertentu, apakah ada efeknya untuk pileg PKS di Solo? 
Sebenarnya parade umat Islam itu kemunculan permukaannya, tapi 
akarnya sebenarnya adalah adanya kesadaran di kalangan umat Islam, 
untuk lebih mengedepankan politik Islam. Kemudian politik yang 
berkembang kemarin, polarisasinya kan jelas banget, Jokowi lebih ke arah 
nasionalis dan Prabowo lebih mengangkat isu-isu keumatan kan begitu. 
Maka nggak bisa dibilang antara Apa yang dilakukan oleh parade parade 
itu, dengan isu besar pilpres.  
Saya atau PKS dalam hal ini sebagai partai Islam, cukup 
diuntungkan dengan adanya kesadaran yang masif di kalangan umat Islam, 
untuk berafiliasi kepada politik Islam. Seperti partai Islam, capres yang 
diusung oleh partai Islam, caleg yang diusung oleh partai Islam, jadi 
berimplikasi ke situ. Simbol gerakan 212 itu secara nasional memberikan 
Efek positif ke PKS, basis akarnya  adalah kesadaran publik muslim 
tentang politik Islam. (Ketua tim badan pemenangan pemilu 2019 H. 
Sugeng Riyanto, S.S) 
7. Bentuk iklan apa sajakah yang digunakan dalam berkampanye? 
Saya agak anti marketing dalam konteks ini, Jadi mungkin kalau 
kemarin pas masa pileg, keliling di dapil saya, akan sangat sulit 
menemukan gambar saya, karena saya tidak membuat spanduk besar, 0 Rp 
anggaran saya untuk spanduk. Saya membuat spanduk tapi atas 
permintaan warga, jadi misalnya dia punya warung, tutup warung itu 
sudah rusak, dan dia meminta kepada saya untuk dibuatkan spanduk 
dengan gambar saya.  
Karena saya memandang memasang spanduk besar di setiap 
perempatan jalan, nggak ada korelasinya sama tingkat keterpilihan. maka 
saya lebih melayani temen jejaring atau mereka-mereka yang sudah Klik 
sama saya, untuk spandukisasi usaha dia. Dan itu nggak banyak, nggak 
sampai 20. saya lebih banyak promosi lewat medsos Facebook dengan 
kampanye secara tidak frontal. jadi saya sudah meyakini bahwa pileg itu 
adalah saya dan jejaring saya dan pemilih saya, hubungannya itu. kalau 
iklan terus pamflet spanduk dan apa segala macam itu bumbu-bumbu saja, 
jadi saya nggak fokus ke situ. saya lebih fokus misalnya daripada saya 
membuat 100 baliho, mending anggaran 100 baliho Saya kasihkan ke 
penggerak saya, "nyambut gawe o tenanan" dia akan kerja di lapangan 
mencari pemilih saya. (Ketua tim badan pemenangan pemilu 2019 H. 
Sugeng Riyanto, S.S) 
 
 
 
 
8. Bagaimana maksudn dan tujuan dari Iklan penghapusan pajak dan sim 
berlaku seumur hidup? 
Problem utama PKS adalah PKS ini tidak punya capres cawapres 
dari Gerindra semua.  PKS hanya sebatas partai pengusung saja. Maka itu 
kaitanya dengan apa namanya Hotel Efek itu ya efek ekor jas yang 
mengatakan teorinya bahwa capres ini akan sangat berpengaruh terhadap 
perolehan suara Pileg partai pemiliknya. capres Jokowi berasal dari partai 
PDIP, maka pada pemilu nama Jokowi akan mengangkat tingkat 
elektabilitas Partai PDI. Sedangkan Prabowo hanya akan mengangkat 
elektabilitas dari partai Gerindra dan PKS tidak kesebut di situ. Jadi mau 
tidak mau PKS harus membangun Isu genius. 
kita tawarkan SIM gratis seumur hidup, kemudian pajak kendaraan 
bermotor gratis. Hal ini merupakan isu yang memang menjadi tawaran 
PKS kepada publik pemilih di Indonesia, bahwa jika PKS menang maka 
akan mendorong dan akan pastikan hal ini menjadi satu regulasi. Dan itu 
mencuri perhatian publik, masyarakat respon pro kontra apa segala macem 
wajar tapi yang mengapresiasi juga banyak. Kita di lapangan di dapil ya di 
bawah itu kan juga ada imbasnya, ikut membantu menjelaskan itu dan 
meyakinkan kepada publik pemilih, bawah ini bukan satu yang mustahil 
asalkan didukung oleh masyarakat. jadi itu lebih bahwa PKS itu nggak 
punya capres, maka PKS harus punya isu genius sendiri yang orang akan 
melihat bukan Prabowo nya tapi PKSnya. (Ketua tim badan pemenangan 
pemilu 2019 H. Sugeng Riyanto, S.S) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3  
SURAT-SURAT PENELITIAN 
 
Gambar 16. Surat pengajuan penelitian  
 
 
 
 
 
 
Gambar 17. Surat balasan Kantor DPD PKS Kota Surakarta 
 
 
 
 
 
Gambar 18. Surat keterangan selesai penelitian 
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